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KATA PENGANTAR 

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 
Sekretariat Jenderal DPR RI 

Assalamu'alaikum Warabmatullahi Wabarakatuh 

Puji dan syukur karni panjatkan kcpada Allah SWF, Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas rahmat dan karunia-Nya, schingga pcnyusunan dan penyajian 
buku "Analisis Terhadap Efektivitas Belanja Daerah Llntuk Meningkatkan 
Pembangunan Manusia: Berdasarkan Pcmeriksaan Kincrja Tematik BPK RI 
Pada Il-IPS 11 2019", yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas 
Kcuangan Negara Badan Keahlian Sckretariat j  enderal DPR RI scbagai 
sistem pendukung keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dapat terscicsaikan. 

BPK telab menyampaikan Ikhtisar Hasil Pcmeriksaan Semester (IHPS) II 
Tahun 2019, heserta Laporan Hasil Pcmcriksaan (LHP) Semester II Tahun 
2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang paripurna pada tanggal 
5 Mci 2020. 11-IPS Semester 11 Tahun 2019 mcrupakan ikhtisar dari 4881kW 
yang terdiri atas 71 LHP pada Pemcrintah Pusat, 397 LHP pada Pemerintah 
Daerah, BIJMD, dan BLUD, serta 20 LHP BUMN dan Badan Lainnya. 

Dalam IHPS 11 Tahun 2019 salah saw hal yang menjadi perhatian BPK RI 
adalah tcrkait Belanja Dacrah unmk meningkatkan pembangunan manusia, 
selanjutnya BPK melakukan pemcriksaan kinerja tematik untuk mcnilai 
efektivitas pengelolaan Bclanja Daerah untuk meningkatkan Pembangunan 
Manusia yang dilaksanakan pada Kementerian Dalam Ncgcri Tahun 
Anggaran (TA) 2016 s.d. Semester 1 2019 dan 6() (enam puluh) entitas 
pemcriksaan di lingkungan pemcrintah dacrah TA 2016 s.d. TA 2018. 

1-lasil Pcmcriksaan Tematik BPK terhadap Kementerian Dalam Negeri 
berkaitan dcngan adanya permasalahan yang harus diatasi agar tidak 
mcmpengaruhi efektivitas perumusan kebijakan, pcmbinaan, cvaluasi, dan 
monitoring pengclolaan bclanja dacrah untuk meningkatkan pembangunan 
manusia. Sedangkan pada pemerintab dacrah diarahkan pada pcngelolaan 
belanja dacrah untuk program/kcgiatan pernbangunan manusia yang 
meiputi 6 (enam) pilar yaitu: 1) Transfer pcmcrinrah dari pcmerintah di 
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atasnya, 2) Transparansi kcuangan publik, 3) Pengelolaan belanja program 
dan kegiatan, 4 Kebijakan stratcgi fiskal dan penganggaran, 5) Pengendalian 
dalam pelaksanaan anggaran, dan, 6) Peran swasta dan masyarakat. 

Untuk itulab, buku mi mengelaborasi temuan scrta permasalahan pada 
Kemendagri dan Pemerintab Dacrah agar permasalahan belanja daerah 
untuk meningkatkan Pcmbangunan Manusia dapat terpetakan secant 
koniprehensif. Sehingga, diharapkan Belanja Daerah untuk meningkatkan 
pembangunan manusia akan rnciijadi lebih efcktif kcdepannya, mengingat 
Pembangunan Manusia merupakan salah satu pnoritas dalam R1 31MN 2015 
- 2019. 

Demikianiah, sekilas pcngantar buku yang disusun dan sajikan oleh PKAKN 
Sekretariat Jenderal DPR RI. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi 
sumber informasi serta acuan olch Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawal dan memastikan 
pcngelolaan keuangan negara berjalan sccara akuntabel dan transparan. 

Atas kekurangan dalam penyusunan buku mi, kami rncngharapkan saran dan 
masukkan scrta kritik konstruktif scbagai perbaikan yang lebih baik di masa 
depan. Demikian untuk mcnjadi makium atas perkenannra diucapkan 
tcrirnakasih. 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Jakarta, Juni 2020 

KEPALA PU SAT 
KAIAN AKUNTABILITAS 
KI1ANGAN NEGARA 

DRS. HELMIZAR, M.E. 
NIP. 19640719 199103 1 001 
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I. PENDAHULUAN 

Tujuan akhir dari pembangunan sebagaimana diungkap di dalam 
Rcncana Pembangunan j angka Mcnengah Nasional (RPJ MN) Tahun 2015-
2019 pada hakikatnya bcrtuuan untuk rneningkatkan kualitas hidLtp manusia 
dan masyarakat secara berkelanjutan. Salah sam tolak ukur yang 
mencerminkan hasil pembangunan suaru negara terhadap peningkatan 
kualitas hidup manusia dan masyarakat adalah indeks pembangunan manusia 
(I PM). Men urut [izited Nations Development Pivgramme (UN DP), I PM 
merupakan salab satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat 
keberhasilan upaya pcmbangunan manusia di suatu negara dalam kurun waktu 
tertenru. Meski tidak mengukur scluruh dimensi pembangunan manusia, 
narnun 1PM mampu mengukur dimensi pokok yang dinilai mencerminkan 
status kernampuan dasar (basfr capabi/iries) penduduk. 1PM sendiri merupakan 
indikator komposit yang dibangun melalui pendekatan uga dimensi dasar 
vaitu: 1) Dimensi umur panjang dan hidup sehat (kesehatan) yang diukur 
dengan umur harapan hidup saat lahir; 2) Dirnensi pengetahuan (pendidikan) 
yang diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan larna 
sekolah; dan 3) Dimensi standar hidup layak yang diukur dcngan indikator 
kemampuan daya bei masyarakat terhadap sejumlab kebutuhan pokok 
makanan dan bukan makanan, yang dilihat darl rata-rata bcsarnva pengeluaran 
per kapita. 

Pemenintah menargetkan capaian IPf'vI yang scialu meningkat setiap 
tahunnva. Bahkan, untuk menghindari terjadinva kesenjangan antar wilayah, 
maka peningkatan 1PM di dacrab tcrtinggal ditctapkan sebagai salah saru 
sasaran pokok pengembangan wilayah tahun 2015-2019. Pentingnya 
pembangunan manusia dalam kerangka pembangunan nasional didukung 
kajian yang rncnvatakan bahwa kebijakan pembangunan yang tidak 
mendorong pcningkatan kualitas manusia hanya akan membuat dacrah yang 
bcrsangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalarn hal kinerja 
ckonorninva (Brata, 2002). 

Perkembangan capaian 113M Indonesia sejak tahun 2015 (tahun 
pertama digunakannva metode baru dalam perhitungan 1PM) sampai dengan 
tahun 2019 adalah sehagai benikut. 
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Grafik 1. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian 1PM Indonesia 
Tahun 2015-2019 
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Berdasarkan grafik 1 di atas, realisasi 1PM Indonesia tahun 2018 dan 
2019 mcngalan-ii pcningkatan dari tahun scbclumnya, narnun capaian tersebut 
masih berada di bawah angka yang ditargetkan. Hal tersehut kemudian 
mcnvebabkan perncrintah mcngambil langkah kebijakan pada Rencana Kerja 
Pcmenintah RKP) Tahun 2019 dengan rncnempatkan pengurangan 
kcrniskinan dan peningkatan pelayanan dasar sebagai pnioritas nasional (PN) 
pembangunan manusia yang hertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia dan mcmperccpat pcnurunan tingkat kemiskinan. Sasaran dan 
indikator PN Pembangunan Manusia tersebut, mcnguabungkan tiga pnionitas 
nasional pada RKP Tahun 2018 yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan 
pcnangu1angan kemiskinan yang mana ketiganya rclevan scbagai stratcgi 
peningkatan pembangunan manusia. 

Capaian 1PM yang ddak berhasil memenuhi target tersebut kemudian 
mcndorong dilakukannya evaluasi terhadap kebijakan terkait 1PM. Kebijakan 
terkait 1PM tingkat nasional tersebut, juga perlu ditinjau dari sudut pandang 
pembangunan pada tingkat daerah dimana berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 
2004 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pernerintahan Dacrah discbutkan bahwa pemerintah daerah memiliki 
bebcrapa kewenangan salah satunva adalab untuk mcnyusun perencanaan 
pembangunan daerah. Dalam mcn jalankan kewcnangan tersebut, pemerintah 
daerah melakukan kegiatan perencanaan setiap tabunnya yang bertujuan 
untuk mcrighasilkan program/kegiatan yang tepat sasaran dan diprioritaskan 
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untuk mendukung capaian outcome pembangunan, salah satunya yaitu 1PM. 
Untuk itu, evaluasi kincrja pembangunan pada tingkat dacrab sangat 
diperlukan untuk memperoleh argurnentasi mcndasar mengenai kebijakan 
pcningkatan pembangunan manusia yang tercermin dalam alokasi belanja 
daerah. flasil pemeriksaan BPK RI sebagaimana dimuat dalam IHPS II 
Tahun 2019 menemukan sejumlah permasalahan terkait pengelolaan belanja 
daerah yang dapat mempengaruhi efektivitasnva dalam mcningkatkan 
pembangunan manusia. Permasalahan tersebut antara lain: I) Masih 
ditemukannva permasalahan baik dari sisi penganggaran, pelaksanaan, hingga 
pertanggungj awaban kegiatan pembangunan man usia yang bersumber dan 
Dana Alokasi Khusus DAK yang mengakibatkan adanya potensi 
pcmerintah dacrah tidak dapat mcncapai target pembangunan manusianya; 2) 
Penyusunan, pcnctapan, dan penyajian seluruh indikator kinerja program dan 
kegiatan pembangunan manusia belum dilaksanakan secara selaras dalam satu 
dokumen dan/atau antar dokumen percncanaan dalam rangka mendukung 
transparansi keuangan publik; 3) Pengelolaan belanja program dan kegiatan 
bclum scpenuhnya didasarkan pada analisis ekonomi yang rnemadai schingga 
berpotensi tidak membenikan manfaat maupun pencapaian sasaran yang 
optimal; 4) Perencanaan dan pengaiiggaran program dan kegiaran belum 
scluruhnya didasarkan pada prcdiksi, analisis, dan strategi fiskal sehingga 
berpotensi tidak akurat dan tidak mendukung pcncapaian tujuan 
pembangunan manusia secara berkesinambungan; dan 5) Helum memadainya 
regulasi/kebijakan/strategi yang mendorong peran swasta maupun 
masyarakat sehingga kontribusi yang diberikan berpotensi tidak rnembcnikan 

dampak yang optimal. 

Selairi pcntingnva efektivitas pengelolaan belanja dacrah dalam 
mendukung pembangunan manusia, fungsi pernbinaan dan pengawasan juga 
penting dalam mendukung pcncapaian pembangunan manusia yang 
berkualitas. Pcmerintah pusat dhi. Kemcndagri memiliki fungsi pembinaan 
dan pengawasan tcrhadap pemerintah daerah dimana dalam kaitannya dengan 
pengclolaan helanj a daerah, Kerncndagni diharapkan dapat mengoptimalkan 
peran dan fungsinya dalam perumusan kebijakan, pembinaan dan evaluasi 
serta monitoring schingga pengelolaan belanja daerah dapat berjalan dengan 
baik dan mendorong pcningkatan pembangunan manusia. Hasil pcmcniksaan 
BPK RI sebagaimana dimuat dalam IHPS II Tahun 2019 mengungkapkan 
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bahwa peraturan Kemendagri yang ada belum mcngatur mcngenai 
kcharusan/ kcwajiban bagi pcmerintah daerah untuk rncncantumkan target 
indikator 1PM dalam dokumen percncanaannya schingga program dan 
kcgiatan pembangunan manusia di daerah belum sepenuhnva mengarah pada 
LLpaVa peningkatan capaian 1PM, verifikasi rancangan perda APBD belum 
dilakukan sccara optimal, belum terintegrasinya Laporan Penyelcnggaraan 
Pemerintab Dacrah LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintahan LAKIP) mengakibatkan adanva duplikasi data/informasi, dan 
database yang terintegrasi dan terkonsolidasi dalam Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah (STPD) belum sepenuhnya memadai. 

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian pcningkatan 
pembangunan manusia yang optimal, diperlukan identifikasi dan pemaharnan 
mcngcnai permasalahan dan kendala yang dihadapi dacrah dalarn kaitannya 
dcngan pcngelolaan belanja untuk mendukung pcmbangunan manusia, scrta 
perlunya penguatan peran dan fungsi pcmcrintah pusat dalam perumusan 
kebijakan, pembinaan dan evaluasi serta monitoring sehingga pengelolaan 
helanja dacrab dapat berjalan dengan baik dan pcningkatan pembangunan 
manusia dapat terlaksana secara optimal. 
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II. PEMBAHASAN 

Belanja Daerah dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia 

Evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk 
mcningkatkan pembangunan manusia yang dilaksanakan pada 60 (enam 
puluh) entitas pcmcriksaan di lingkungan pemcrintah daerah TA 2016 s.d. TA 
2018 dan diarahkan pada program/kcgiatan pembangunan manusia yang 
meiputi 6 (enam) pilar 'aitu: 1) Transfer pemcrintah dari pemerintah di 
atasnya, 2) Transparansi keuangan publik, 3) Pcngclolaan belanja program dan 
kegiatan, 4) Kebijakan stratcgi fiskal, 5) Pengendalian dalam pelaksanaan 
anggaran, dan, 6) Partisipasi Swasta. 

2.1. Transfer dan Pemerintah di Atasnya (Higher Level Government) 

I)ana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumbcr dan 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada dacrah tertenru dengan tujuan 
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 
dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK direrapkaa setiap tahun 
dalam APBN dan dialokasikan scsuai dengan program yang menjadi prioritas 
nasional. 

Alokasi DAK ditetapkan dengan Pcraruran Presiden tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diterbirkan sctiap tahun anggaran. 
Berdasarkan penetapan alokasi DAK dimaksud, mcnreri teknis menyusun 
Petunjuk Tcknis penggunaan DAK dan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam 
Negeri. Penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK 
di dalam APBD dan penggunaannya harus dilakukan sesuai dengan Pctunjuk 
Tcknis Penggunaan DAK. 

Besaran 	alokasi 	DAK 	untuk 	setlap 	pemerintah 
provinsi/kabupaten/kota Tahun 2016 s.d. 2018, ditetapkan setiap tahun 
dalarn APBN, mclalui: 

Perpres No. 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian 
APBN TA 2016; 
Perpres No. 97 Tahun 2016 tanga1 30 November 2016 tentang Rincian 
APBN TA 2017; 
Perpres No. 107 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 teritang Rincian 
APBN TA 2018 
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Berdasarkan pcdoman pcngclolaan kcuangan dacrah dan pedoman 
pcnyusunan APBD, proses I)YU8U1n  AIBD vIurni pemerintah 
kabupaten/kota dilaksanakan rnulai dari penyusunan KUA, PPAS, RKA 
SKPD, dan penetapan APBD Murni yang dilaksanakan dari bulanjuni sampai 
dcngan bulan Desember tahun anggaran sebelumnya. 

Pcnganggaran atas pendapatan daerah dilakukan berdasarkan perkiraan 
yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian, scrta dasar hukum 
pcncrimaannya. Pcnganggaran DAK discsuaikan dengan alokasi DAK pada 
tahun anggaran terkait yang ditetapkan dalam APBN melalui Peraturan 
Menteri Kcuangan PMK mengenai alokasi DAK, Apabila PMK tersebut 
ditcrbitkan setelah APBI) ditetapkan, maka harus dilakukan pcnvesuaian 
alokasi DAK dalam peraturan kcpala daerah tentang penjabaran APBD 
dengan pcmbenitahuan kepada pimpinan DPRD, selanjutnya diakomodir 
dalam Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA (untuk pcmda yang 
tidak melakukan Perubahan APBD). 

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Transfer dari Pemerintah di Atasnya 
(I-Iigher Lever Government) pada 60 pcmerintah daerah yang diuji petik 
mcnunjukkan adanva perrnasalahan sebagai benikut: 

2.1.1. Penetapan Anggaran DAK Belurn Berdasarkan Perpres 
Penetapan DAK 

Informasi alokasi DAK bagi pcmenintah dacrah mcrupakan informasi 
yang dipenlukan dalam penvusunan APBD. Alokasi pcncrimaan dacrah dan 
DAK akan chalokasikan untuk bclanja program kcgiatan yang hersumber dan 
i)AK. 

Hasil pemcniksaan BPK RI pada aspck transfcr dari pemerintab di 
atasnya (I-Igher Level Governmenl) mencmukan hampir selurub pemerintah 
dacrah (43 atau 72% pemda yang diuji pctik) dalam menctapkan anggaran 
DAK bclurn berdasarkan Perpres Penetapan DAK sebagaimana ditunjukkan 
pada grafik bcrikut: 
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Grafik 2. Persentase Pemda yang Belum Menetapkan Anggaran DAK 
Berdasarkan Perpres Penctapan DAK Tahun 2016-2018 

2018 ow 56,67% 

2017 — 61,67% 

2016 Ji). 71,67% 

Sumber: Ikhusar Hasil Pcrncriksaan Semester II 21)19 

jika dilihat dari rnckanisrnc pcnganggaran pada pemerintah dacrah, 
diketahui bahwa informasi alokasi DAK untuk pernerintah dacrah ditcrima 
ketika APBD tclah ditetapkan. Akibatnya pada saat penyLisunan anggaran, 
pernerintah dacrah belurn memiliki acuan pasti berupa alokasi anggaran dan 
bgher level goverment (FILG/pemcrintah yang lcbih tinggi) khususnya pada 
pcncntuan besaran dana DAK, schingga anggaran penerimaan DAK disusun 
berdasarkan estimasi jumlah DAK tahun sebelumnva, 

Tabel 1. Penetapan Alokasi DAK Tahun 2016-2018 

Pcrnerintah 
Dacrah 

Tahun 
Tol Penetapan Alokasi 
clan Pemerintab Pusat 

T'1 Rancangan APBD 

N 	Ir .21)1 r 	2W 
I 

2i(I .3) I \ovemlxi 2)116 I I)csembct 2016 
.\ceh 	I InILIL 

21)18 3)) November 21)17 22 November 21)17 
21)16 27 November 2(115 0-5Nopember 21)15 

lemkoi 
lraI)ava 

2)117 3)) November 2) 16 2 I Nopeinber 21)16 
2W5 3)) November 2017 2)) November 2017 

Pemkot 2016 27 November 21115 II September 2015 
b:oidar 2))17 3)) November 2016 04 September 2016 
Lampung 2018 30 November 2017 ((3 November 2017 

2)116 27 November 2015 2 November 2015 
Pemkab 2)) 17 30 November -'() 16 8 N )vember 2016 
I anru 

2018 30 	2017 26 September 2017 
Pemkaj, 2()16 27 November 2015 25 NON eml,er 21115 
Gunung 2017 3)) N wember 2016 3)) N ,vember 2016 
Icidul 2018 3)) November 2017 27 November 2017 

Sumber ] .1 I P Kinerj a e fektivi t as pengeb laa a belanja dalarn meningk - a rkan pembanguna a 
inailiisIa (diolab, 21(2))) 
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Sementara itu pada beberapa pcmerintah dacrah seperti Pemcrintah 
Kabupaten (Pemkab) Bditung Timur, Pcmerintah Kota (Pemkot) Kediri, 
dan Pemkot Cilegon telah rnenetapkan APBD nya setelah alokasi DAK 
berdasarkan perpres tcrsebut direrirna. Namun masih terdapat scisih 
penganggaran DAK yang discbabkan pcmerintah daerah dalam 
mcnganggarkan DAK APBD TA 2017 dan 2018 mcngacu pada Lampiran 
Peraturan Mcnteri Keuangan tcntang Rincian Alokasi Transfer ke Dacrah 
yang nominal angka alokasi DAK-nya dicantumkan dalam pembulatan jutaan 
rupiah 

Apabila dilihat dari ketepatan nilai alokasi yang dianggarkan dalam 
A1BD, terdapat perbedaan nilai alokasi DAK pada pcmcrintah daerah 
dcngan jumlah yang ditctapkan dalam peraturan presidcn pada tahun 2016 
s.d. tahun 2018 sebagai benikut:. 

Tabel 2. Nilai Alokasi DAK yang Tidak Sesuai dengan Penetapan Perpres 

Pcmcrintah 
Dacrah Tahun  Penetapan Berdasarkan 

Pepres (Rp) 
APBD 
(Rp) 

Selisih 
(Rp) 

1cna 
2016 268.994.2)).)H))))n) 2Th.014.$.00,011 OH 	'U)H111 

mu, 
2017 86,)s.M:3.)uI).H) 286.55.52o.)H)u)l0 IHft 	H - , 

2018 199.139.5))).) 1111)0) 199.139.0 11.0 11 	(11) 49 ,011110,00 

2))16 165.525.625.1 165.795.625.0$0)1) 17)L1 )$))11I 
Pcirikot I chin --j-- 152.7 	.8$)).0)H(,)11) 152.7$3.$80.))0)),)H) .)I)H)iH)ft))I 

2018 120.547.179.0))0,)11) 1211.546.179)HH))H) 1.l))11I.0))U)))) 

1Lmk, 	Bitlddr 
2016 391.334.037.740,00 I00L0HHt00HU00H0,0) 29l.334))37.740)H) 

t 
21)17 2$9.447.725 	H 111,11 377.895.805.00)),)))) 8.44H. 	.1)1 

.ampung 
270.$66.364.000,0)) 270.866.296.000)11) 

2016 52.7))5.fl$3.u0)),)11 175.417.161.150,(E )22.12.)rH.13ft1J 
Pcmkth Bangk 
Barat 

21)17 137587.319.990,1110 I 3)L02 1.364.550,) 11) 7.565.955.44(1,111) 
2018 134.617.931.1011,01) 125.830.48.9$0)) 8.787.43)U)20,0() 

2016 471.61 l.31$.6$)),))() 47(930.118.38)1)11) I)').Th)U 

Pcmkor Surabava 2017 439.051.21$)H110)10 439.778.413.1')1)H0 1)J)H,I)I 	IH 

2018 421.452.7431111,)1) 420.$37.$56))00,0)) 614.887.0)11)0) 
2016 [3.163.2l.420)H 193.3u2.59211011,01) IX.)  

Pcmkot Ke(liri 2017 Il 8.537.852.000)11) 118.537.553)11)0)11) 299.111)0))() 
2018 121 )}69.685)HH))R( 62.231)922)11111)11) 58.838.763.l)0)))0 

2016 546.135.456.11108,00 502.275.205.56)))))) 43.86)).250.44)))0 

PcmkaI) N,awi 2017 329.549.356)11)0,0)) 329.548.302.11(11),)))) 1)154.000)11) 

2018 350.461.658.1H)0)11) 350.463.435)1111),0)) 

2016 502.441.173.720)1 502.441.1 74.0HH0H( 2X0.uu 
lk'mkab Kiiiig 

2)117 18'). I I 6)117.111111)11) 189.115.44R1111),0) 577.1)1)11,0)) 
SLIT1 

201$ 199.914,481)11)0)10 199.9I5.436.l))H0H) )35)H11))ul 

Sumber 1.11 P Kincrja cfcktivir;,s licngeloloan bclana dalam mcningkarkan pembangunan 
manusla ((Ii ,lah . 21)2))) 
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Berdasarkan tabcl terscbut diketahui bahwa, Pemkab Bangka Barat di 
tahun 2016 belurn mcnganggarkan DAK sesuai alokasi yang tertuang dalam 
Perpres Nornor 137 tahun 2015. Hal tersebut disebabkan jukiak dan juknis 
DAK terkait belum diterbitkan, sehingga nilai 1)AK masih mengacu pada 
rancangan awal AIBD. 

Sedangkan pada Pcrnkab Ngawi, perbcdaan antara DAK sesuai alokasi 
yang tertuang dalam Perpres dengan APBD disebabkan karena adanya 
kebijakan pemotongan ang,garan DAK olch pemerintab pusat yang terjadi 
secara nasional, yang rnenvebabkan tingginva deviasi ditahun 2016. 

2.1.2. Kegiatan DAK Sudah Dilaksanakan Namun Terlambat 
Dipertanggungjawabkan 

Hasil pemeriksaan BPK RI menemukan bah\va terdapat kegiatan DAK 

yang sudah dilaksanakan, namun terlambat dipertang,gungjawabkan, yairu 
pada bidang pendidikan tahun 2016 sebanyak 9 pemda (15,00%), tahun 2017 
sebanyak 3 pcmda (5,00%, dan tahun 2018 sebanyak 4 pemda (6,67?/o); 
bidang kcschatan tahun 2016 sebanyak 14 pernda (23,33%, tahun 2017 
scbanyak 8 pernda (13,33%), dan tahun 2018 sebanyak 5 pemda (8,33%); dan 
bidang ekonomi tahun 2016 sebanyak 12 pemda (20,00%), tahun 2017 
sebanyak 2 pemda (3,33%), dan tahun 2018 sebanvak 4 pemda (6,67%) 
sebagaimana ditunjukkan oleb gra fik bcrikut: 

Grafik 3. Persentase Kegiatan DAK yang Sudah Dilaksanakan, Narnun 
Terlambat Dipe rtanggu ngjawabkan Tahun 2016-2018 

i 6,67% 
2018 	 8,33% 

6,67% 

- 

2017 	 : 	 13,33% 

2016 	
- 15% 	

23,33% 

Bidang Ekonomi 	Bidang Kesehatan 	• Bidang pendidikan 

Suiiihcr: khtisir F I tsil Pcnicrlks ~ mti Scincstcr II 2( I () 

Hal tersebut salah sarunya terjadi pada Pemkab Karangascrn, dirnana 
pada Tahun 2016 pcmerintah dacrah tidak dapat menyampaikan laporan 

Pua/ K?J°ian  AKP' 	1 9 



pertangungjawaban DAK TA 2016 tepat \vaktu scsuai ketentuan yang telah 
diatur pada Surat Fldaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.07/2016 
tcntang pcngurangan/pernotongan DAK sccara mandiri yaitu sebesar 
minimal 10% dan total pagu alokasi DAK 1isik TA 2016 dan Surat Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-815/PK/2016 tanggal 8 
Desember 2016 mcngcnai pedoman pclaksanaan transfer ke dacrah dan Dana 
Desa akhir TA 2016. Akibatnya, pcmerintah daerah rncngalami penundaan 
penyaktran DAK Fisik maupun pemotongan penyaluran DAK tahun 
berjalan. 

Selain itu, hal serupa juga terjadi pada Pemkab rolitoli. Alokasi DAK 
Reguler Bidang Kesehatan TA 2017 hanya mencapai 81,12%, yang 
mcnvcbabkan Pemkab Tolitoli tidak dapat memenuhi syarat penyaluran pada 
Triwulan IV, karcna syarat penvaluran untuk Triwulan IV diantaranya adalah 
penycrapan dana paling sedikit 90% dari dana yang telah diterima di Kas 
Dacrah. 

Pcrrnasalahan lainnya yaitu tcrjadi pada Pemkab Tana Toraja, dimana 
DAK lisik 'lA 2018 tidak sepcnuhnva terealisasi scsuai anggaran yang 
ditetapkan. Pemkab Tana Toraja tidak dapat memenuhi syarat penyaluran 
pada 'I'riwulan III vaitu tercapainya scrapan minimal 900/o  dari dana yang 
diterima RKUN. Akibatnya, penyaluran DAK Fisik Tahap 111 tidak 
tcrsalurkan. 

2.1.3. Kegiatan DAK yang Tidak Dilaksanakan 

1-lasil pcmeriksaan BPK RI mcnemukan bahwa terdapat kegiatan DAK 
yang tidak dilaksanakan, yaitu pada bidang pendidikan tahun 2016 schanyak 7 
pemda (11,67%), tahun 2017 scbanyak 18 pemda (30,00%), dan tahun 2018 
sebanyak 21 pemda (35,00%); bidang kesehatan tahun 2016 sebanyak 18 
pcmda 30,00%), tahun 2017 scbanvak 16 pemda (26,67%), dan tahun 2018 
sebanak 20 pemda (33,33%); dan bidang ekonorni tahun 2016 sebanyak 19 
pemda (31,67%), tahun 2017 sebanvak 12 pemda (20,00%), dan tahun 2018 
sebanvak 20 pemda (33,33%) sebagaimana ditunjukkan pada grafik bcrikut: 
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Grafik 4. Persentase Kegiatan DAK yang Tidak Dilaksanakan 
Tahun 2016-2018 

L33,33%
,33%  

2018 
35,00% 

2017 	
6,67% 

30,00% 

32% 

2016 	 30,00% 
11,67% 

Bidang Ekonorni 	Bidang Kesehatan 	• Bidang pendidikan 

Surnbcr: Ikhns:tr 1--I asil Pcmeriksaan Semester IT 21)19 

Tidak tcrlaksananya kegiatan DAK olch pemerintah dacrah pada 
umumnya disebabkan karena pencrbitan 3  uklak/j uknis DAK scringkali 
mengalami keterlambatan, sehingga membuat beberapa program kcrja tidak 
dapat dilaksanakari. Selain itu, jukiak DAK yang terbit di pertengahan tahun 
bcrjalan menjadi kendala untuk menvusun DPi\ Pcrubahan. 

Hal tersebut terjadi pada Pcmkab Beitung Timur, dimana terdapat 
empat OPD yang tidak dapat melaksanakan kegiatannya. Dari empat OPD 
yang diuji petik, Dinas Pendidikan adalah Dinas yang paling banyak tidak 
mercalisasikan kegiatannva atas Dana Alokasi Khusus 1isik Tahun 2016 s.d 
2018 pada Sekolah Dasar dan Sekolah Mcnengah Pertama. Tidak 
terlaksananya kegiatan tersebut discbabkan karcna Jukiak DAK yang sering 
terlambat, schingga tidak dapat dilakukan lelang serta pagu yang tidak 
mencukupi dan lokus yang tertera pada URK dan DPA berbeda. 

Sementara itu pada Pcmkot Surabaya telah melaksanakan dan 
mempertanggungja\vabkan DAK sesuai dengan jukiak dan juknis DAK yang 
diterbitkan, namun dalam pelaksanaannya belum mcmadai. Hal mi 
dikarenakan rnasih terdapat kegiatan DAK lisik dan Non Fisik yang tidak 
tercalisasi. Adapun rincian permasalahan dapat dilihat pada tabcl dibawah mi: 
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Tabel 3. Kegiatan DAK yang Tidak Terealisasi Tahun 2016-2018 

Bidang Tahun Kegiatan Nilai Keterangan 
Ic cll(Iidikan  21116 Kcgcaian 	Pcnvc'diaan 5..(.2( I) I.))) (I Ijici cci'ncioiiaI Icicillaga 

Bantuaci 	( ) per;uooiial l)cI1II1i diperpaliJaliL 2)1 9.7332()( Ut) 
1 1cnvl.Icncçt9lracul 	P. \ UI) 

20111 15.215.400.000 (1) \K Non Fisik) 

Kcschatan 2016 Kegiatan Belanja Barang 2.543.400.0(t( Ocinbarasan uknts 
(tall 	J asic 	ampersal 
(1).\ K Non 1iiiik)  

Kcgiatan Oclanja Baracig 169.200(X))) Pcmbatasan uknis 
daic Jasa B( )KB (1i\K 
Non 1ick) 

2(117 Kcgiaran 	Pcngadaan 637.507,4(U) Pcnvcdia tidak sanggup 
( )Iia t 	(lan 	1 cicn ii nail illcliVCIcSalkclli 20 i 11 142. i 63.22! 
Kcscbaran 	1)asar 	di pckcrjaan karena iihat 
Puskcsmas (1)\K Itsik) ridak rcrscdia di pasaran 

Surnbcr : LI -IF Kincrja cfcktivitas pcngclolacw helacija dalarn tnclliflgkatkal) pcmbangunan 
IThIFIUSIcI ((Ii dali, 2)120) 

Permasalahan serupa terjadi pada Pemkot Medan, Pemkab Paser dan 
Pemkab Asmat, dimana terdapat paket kegiatan DAK TA 2016, 2017 dan 
2018 tidak tcrealisasi. Sccara umum D.AK yang tidak terealisasi karena tidak 
tcrpcnuhinya persyaratan DAK dari pemcnintah pusat. Tidak 
direalisasikannya kegiatan DAK terscbut teriadi antara lain dikarcnakan 
kcgiatan yang terlambat dilaksanakan dari jadva1 tahapan DAK, proses lelang 
gagal, tidak adanya rekanan yang mengajukan penawaran, pemotongan 
anggaran DAK, item barang yang diadakan tidak tersedia di c-katalog, adanya 
perubahan pada juknis DAK dan kegiatan fisik meoggunakan perencanaan 
tahun scbelumnya. 

2.1.4. Kegiatan DAK yang Dibayarkan dari Anggaran yang Bersumber 
Dad Non-DAK 

Hasil perneriksaan BPK RI menemukan terdapat beberapa perncrinrah 
daerah (14 atau 23% pen-ida yang diuji petik) dalam melaksanakan kegiatan 
DAK nya menggunakan anggaran yang bersuml)er daii Dana nonDAK, 
sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut: 
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Grafik 5. Persentase kegiatan DAK yang Dibayarkan dari Anggaran yang 
Bersumber dari Non-DAK Tahun 2016-2018 

2016 	 9 Pemda (15%) 

2017 	 14 Pemda(23,33%) 

2018 	 10 Pemda (16,67%) 

LuT1bcr: lkhusar I lasil Pemenksaan Semester II 2019 

Pcrrnasalahan terscbut tcrjadi karena udak adanva pctcran (lana 
DAK dari pemenintah pusat yang discbabkan pertanggungjawaban DAK 
pemerintah dacrah belum sesual atau tidak memenuhi s arat penyaluran. 
sebagaimana yang tcrjadi pada Pemkot Surabaya, dimana pada tahun 2016 dan 
2017 terdapat Dana DAK Fisik reguler untuk Tniwulan IV yang tidak 
terealisasi dari pcmenintah pusat yang mengakibatkan kegiatan yang 
seharusnya dibavarkan dengan mcnggunakan sumber DAK, harus dihayarkan 
menggunakan sumber dana lain pada APBD. 

Permasalahan scrupa juga terjadi pada Pcmkab Aceh Timur. 
Pcmenintah pusat tidak melakukan pcncairan DAK pada bcbcrapa bidang 
untuk Triwulan IV TA 2016 yang disebabkan belum disampaikannya Laporan 
Realisasi Pcnycrapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Thwulan 111 
TA 2016. Schingga untuk mclaksanakan kegiatan pckerjaan tcrscbut 
menggunakan dana APBD. 

Terkait permasalahan-permasalahan tersel)ut, BPK RI mcmbcnikan 
bcberapa rekomendasi perbaikan untuk Kepala Daerah, antara lain: 

Untuk berkoordinasi dengan pemerintab pusat dhi. Kementerian 
Kcuangan terkait ketepatan pagu indikatif dan waktu DAK yang ditenima 
dacrah; 
Memerintahkan Kepala BPKAD supaya menyusun anggaran pendapatan 
DAK mengacu kepada Perpres APBN schingga APBD mencerminkan 
potensi pcndapatan yang seharusnva; 

C. I'vlcngmstruksikan Kepala OPD tcrkait supaya tcpat waktu dalarn 
menyarnpaikan laporan realisasi penvcrapan DAK. 
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2.2. Transparansi Keuangan Publik 

Fransparansi informasi tentang keuangan publik diperlukan untuk 
mcmastikan bahwa kegiatan dan operasi pemermtah telah bcrjalan sesuai 
kerangka kebijakan fiskal pemerintah dan tunduk pada manajemen anggaran 
dan pengaturan pc]aporan yang memadai. Transparansi adalab fitur penting 
yang memungkinkan adanya pengawasan eksternal atas kehijakan dan 
program pcmerintah serta implcmcntasinya. 

Pemerintah daerah diharapkan dapat menyampaikan informasi 
kcuangan daerah secara komprchcnsif, konsistcn, dan dapat diakscs olch 
publik. Hal mi dapat dicapai mclalui desain klasiflkasi anggaran, transparansi 
selurub sumbcr pendapatan, belanja, dan pernbiavaan, termasuk pcncapaian 
kinerja non kcuangan. 

Transparansi kcuangan publik tersebut diukur dengan dua dimensi 
pengukuran yaitu informasi transfer dana ke pernerintah di bawahnya dan 
pclaporan capaian kinerja prograrn/kegiatan. Pcnilaian dimaksudkan untuk 
mengctahui apakah pemerintab dacrah tclah menvampaikan informasi 
transfer dana kepada pemcrintah di bawahnva secara jclas, detail dan tepat 
waktu, dan apakab capaian kinerja pelayanan publik OPD telah disusun 
hingga mengukur pencapaian output dan outcome. 

liasil pcmeriksaan BPK RI atas Transparansi Kcuangan Publik pada 
60 pemcrintah dacrah yang diuji petik menunjukkan adanya permasalahan 
scbagai bcrikut: 

2.2.1. Pemerintah Daerah Belum Menyampaikan Inforniasi Transfer 

Dana Kepada Pemerintah di Bawahnya Secara Jelas, Detail dan 

Tepat Waktu 

Agar terlaksananya pcngclolaan dana transfer secara jelas, detail dan 
tepat waktu, diperlukan adanya kebijakan terkait penetapan dana transfer, 
yang mengatur besaran alokasi dan jadwal transfer disertai formulasi 
perhitungan alokasi kepada pcmerintah di bawahnya. Pemerintah daerah 
perlu menyampaikan Informasi transfer yang jelas dan detail, yang mcrnuat 
informasi mengenai jenis transfer, penerima, besaran/nilai, jadwal wang 
mendetail, mekanisme pengajuan dan pencairan, kriteria pencrima dan 
pedoman penggunaan dan pertanggungjawaban dana transfer. 
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Hasil perncriksaan BPK RI secara uji petik pada 60 daerah yang 
dijadikan sample perneriksaan menemukan bahwa pemerintah kabupaten 
dalam menvampaikan informasi transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 
belum sepenuhnya memuat informasi yang jelas dan detail yang memuat 
mekanisme pengajuan dan pencairan, persyaratan, dan pedoman penggunaan 
dan pertanggungjawaban dana. Bahkan terdapat beberapa Peraturan kepala 
daerah yang belum seluruhnya mengatur jadwal transfer ke perncrintah dcsa, 
mekanisme pengajuan dan pencairan dana, kritcria pencrima dan formulasi 
perhitungan alokasi dan transfer. 

Hal tersebut salah satunya terjadi pada Pemkab Ogan Kornering Ulu 
(0KV) Sclatan, dimana Peraturan bupati belum memuat besaran ADD dan 
Dana Ruun seriap desa. Seharusnva sesuai dengan Pcraturan Bupati, 
penctapan besaran ADD dan Dana Rutin ditctapkan dengan SLirat Keputusan 
Bupati. Namun, Pemkab 0KV Selatan tidak membuat SK besaran ADD dan 
Dana Rutin untuk masing-masing desa. 1idak terdapat pengaturan yang jelas 
terkait perhitungan besaran Dana Rutin untuk setiap desa. Permasalahan 
serupa juga tcrjadi pada Pemkab Acch Timur, dirnaria pemcrintah daerah 
tidak membuat/menetapkan surat edaran ataupun 51< Bupati terkait pagu 
indikatif Dana Dcsa Tahun 2016 s.d. 2018. sebagai hahan perencanaan 
penganggaran desa. 

Selain itu, informasi transfer tidak disampaikan olch perncrintah daerah 
secara tepat waktu kepada perncrintah desa. keterlambatan pcnvampaian 
informasi tersebut, mengakibatkan penyusunan dan penyampaian APBDesa, 
penvaluran DD dan ADD, scrta pcnyampaian pertanggungjawaban 
penggunaan dana juga men jadi terlambat. Adapun keterlambatan penyaluran 
dana desa pada tahun 2016- 2018 dapat dirincikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4. Transfer Dana Desa TA 2016 - 2018 
- 

Entitas dacrah Tahun 
JulTl12111 desa yang terlarnbat inenvalurkan DD 

Tahap I Tahap II Tahap III 

I>cmkal, ( ) K 1 
(Sumateta Selatan) 

2) 	16 143 elcsa 

2017 143 desa 36 dcsa 

2)118 54dcsa - - 

Pcnikah Kcp. SeLivar 
(Sulawesi 	tan) 

2)116 26 desa 3)) dcsa 5 desa 

2017 8 desa 14 desa 

2018 30 dcsa 12 dcsa 5 desa 
umbcr : J I-I I' k.nierja dcktivitas pcngclolaan belanja dalani mcillngkatkan pembangunan 

manLisia (dl( ,lah, 2020) 

IKeterlambatan pengajuan dana olch Desa dikarenakan adanva 
keterlambatan penyarnpaian pertanggungjawaban pcnggunaan dana tahun 
scbclumnya dan keterlambatan penetapan, serta penrampaian APBDcsa 
tahun berkenaan yang merupakan syarar pcngajuan pencairan tahap I. 
Pencairan tahap-tahap berikutnya mengalami keterlambatan, karena 
pcngajuan pencairan rncnunggu laporan pertanggungjawaban pcnggunaan 
dana tahap sebelumnva yang menjadi syarat pencairan dana. Selain itu, 
kctcrbatasan kemampuan SDM Dcsa dalam perencanaan, pclaksanaan, 
penatausahaan, pclaporan, dan pertanggungjawaban menjadi perrnasalahan 
urania disamping adanya perubahan aturan wang mempengaruhi jadwal 
pcnctapan APBDesa. 

Permasalahan tersebut discbabkan Dinas PMD kurang optimal dalam 
melakukan pembinaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
desa. Selain itu, Dinas PMD dalarn rncncrbitkan rekomendasi pencairan dana 
dcsa tidak memperhatikan kelengkapan persvaratan penyalurannva. 

2.2.2. Capaian Kinerja Pelayanan Publik OPD Belum Disusun Hingga 
Mengukur Pencapaian Output dan Outcome 

Pelaksanaan pembangunan manusia dapat dilakukan sccara optimal 
apabila alokasi anggaran belanja dircncanakan dengan tepat. Proses 
penganggaran bclanja mcrupakan hasil dari rangkaian proses perencanaan 
pelaksanaan program dan kegiatan mulai dari RP}MD, Rencana Strategis 
(Renstra), Rencana Kerja Renja), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), pcnyusunan Rencana Kera dan 
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Anggaran (RKA), dan penctapan Dokumen Pclaksana Anggaran (DPA). 
Untuk menjamin tcrlaksananva sasaran pembangunan daerah dan 
pelaksanaan evaluasi/pengukuran pencapaian keberhasilan kegiatan, 
indikator dan target kinerja program dan kegiatan harus disusun dengan jelas 
dan terukur, serta selaras antar dokumen perencanaan dan anggaran. 

Ilasil pcmcriksaan BPK RI secara uji petik pada 60 daerah yang 
dijadikan sample pemeriksaan menernukan bahwa hampir seluruh pemerintah 
dacrab belum menyusun indikator kinerja program dan kcgiatan yang sciaras 
dengan dokumen RPJMD, dokumen perencanaan, dan dokumen anggaran 
OPD sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut: 

Grafik 6. Permasalahan terkait Indikator Kinerja 

Indikator kinerja program tidak selaras 

Indikator kinerja kegiatan tidak setaras 

Indikator kinerja kegiatan tidak berkontribusi 
/selaras terhadap indikator capaian program 

Capalan indikator kinerja program lebih rendah 
dari capaian yang dipublikasikan BPS 

Indikator kinerja 1PM dalam RPJMD tidak sesuai 
dengan variabel pengukuran 1PM 

Sumbcr: lkhtisar Hasil Perncriksaan Semester TI 2fl19 

Berdasarkan grafik di atas diketahui hahwa terdapat 47 pcmda dan 42 
pcmda yang mcnctapkan indikator kinerja program dan kegiatan tidak selaras 
dcngan dokumen percncanaan. Permasalahan tersebut salah satunya terjadi 
pada Pemkab Ogan Komcring LT1u (OKLJ). Hasil pemeriksaan mcnunjukan 
terdapat ketidaksclarasan indikator dan target pada program dan kegiatan 
pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pcrtanian. 
Kctidakse!arasan indikator dan/atau target kegiatan yang terjadi yaitu antara 
Renstra dengan Renja dan anggaran, antara Renja dengan anggaran, serta 
antara Renstra dengan anggaran. Pemusalahan tcrscbut discbabkan 
pcnyusunan target dan rndikator tidak didukung KAK/TOR yang jclas serta 
data pendukung yang mcmadai. Selain itu, pelaksanaan evaluasi dari Bagian 
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Percncanaan atas usulan Renja tidak optimal, karena tidak dilakukannva 
verifikasi atas indikator dan target program kegiatan pada dokumen 
percncanaan masing-masing OPD. 

Pcrmasalahan serupa juga tcrjadi pada Pemkab Bandung, dimana 
tcrdapat perbedaan indikator kinerja program dan kegiatan antara RPJMD 
Tahun 2016-2021 (rcvisi) dengan dokumen RKPD 2018 erubahan), KUA 
PPAS, Rcnstra perubahan) Tahun 2016-2021, Rcnja (perubahan) TA 2018, 
RKA dan DPA. Selain itu, terdapat iuga perbcdaan Target indikator program 
dan kegiatan antara RPJMD Tahun 2016- 2021(revisi) dengan dokumen 
RKPD 2018 perubahan), KUA PPAS, Renstra (perubahan) Tahun 2016-
2021, Rcnja (perubahan) TA 2018, RKA dan DPA. Pcrbedaan tcrsebut 
mcnunjukkan adanya ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan dacrah, 
sehingga akan menyulitkan evaluasi capaian kincrja dacrah sebagai bahan 
acuan perencanaan periodc bcrikutnya 

Ketidaksclarasan program kegiatan dan penentuan indikator Iunerja 
dan target yang tidak jclas dan tcrukur, bcrdampak pada sulit dilakukannya 
pengukuran tingkat keberhasilan (kincrja) program dan kegiatan. Pelaksanaan 
pengukuran kinerja program, selama mi dilakukan berdasarkan scrapan 
anggaran pada masing-masing kegiatan, serta evaluasi pcncapaian SPM 
tahunan rang disampaikan kcpada kementerian tcknis tcrkait untuk program 
yang telah ditetapkan SPM-nva 

Dikarenakan belum optimalnya penetapan target dan indikator 
program dan kegiatan, beberapa pcmerintah dacrah belurn dapat melakukan 
analisis dan men usun kcbutuhan pcmbiayaan secara komprehensif dan 
spesifik untuk pengalokasian belanja secara efektif, guna rnendukung 
terlaksananva pencapaian sasaran stratcgis pembangunan manusia cli bidang 
pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. 

Pcrmasalahan lainnva yaitu tidak tcrukurnya indikator kincrja yang 
diterapkan pada dokumcn percncanaan. Hasil pemeriksaan BPK RI 
mcnunjukan terdapat 10 pemda rang capaian indikator kincrja programnya 
lcbih rendah dari capaian yang dipublikasikan BPS, dan terdapat 24 pemda 
rang indikator kinerja 1PM dalam RPjMI) nya tidak sesuai dcngan variabel 

pcngukuran 1PM. 
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Permasalahan tersebut salah satunya terjadi pada Pcmkab Kep. Selavar. 
Hasil pcmeriksaan BPK RI menunjukan indikator kincrja program dan 
kegiatan urusan pendidikan, keschatan dan ekonorni belum sepcnuhnya sesuai 
dengan variabel indikator 1PM, scbagaimana dapat cilihat pada tabel bcrikut: 

Tabel 5. Perbandingan Indikator Kinerja Pada RPJMD dengan Data BPS 

Tahun_Kinerja Data BPS 
No Indikator Kinerja 

2016 2017 1 	2018 2016 2017 2018 

I .\ngka Ito-rat;I Laina 
12 12,32 12,4 7,17 7,18 7,4 

sekolab 	1hun)  

- \nka Urnur 
67,52 67,54 67,56 67,76 67,82 68,03 

Harapan Ilidup 
Sunihcr: 1.1 IP Kincrja efckriviris pcngclokian bchui4a dalain tncningkarkan pumbangulian 

nianIlsia 

Adanya perbedaan antara indikator kmerja pada RPJMD dengan Data 
BPS terscbut disebabkan karcna perhirungan yang dibuat olch Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengacu pada perhitungan yang dibuat 
oleh BPS schingga target kincrjanya menjadi berbeda. Sedangkan Bidang 
Perencanaan pada Dinas Kcsehatan menctapkan target angka usia harapan 
hidup berdasarkan perkiraan dan mengacu pada data BPS tahun sehelumnya. 

Serncntara itu pada beberapa daerah seperti Pemkab Bandung dan 
Pemcrintah Provinsi (Pemprov) Kep. Riau telah menyusun indikator Kinerja 
Program dan Kegiatan untuk mcmcnuhi target variabcl pemenuhan 1PM 
namun tidak dapat diukur kcscsuaiannya. Hal tersebut dikarenakan tidak 
ditemukan adanya analisis atau formulasi perhitungan pengaruh capaian 
indi1ator kinerja program dan kegiatan terhadap nilai 1PM. 

Terkait permasalahan tersebut, BPK RI memberikan beberapa 
rekomendasi perbaikan untuk Kepala Dacrah, antara lain: 
a. Menginstrusikan kepala Bappcitbangda: 

untuk menvusun dan rnenetapkan KAK/TOR scbagai acuan dalam 
menyusun indikator kinerja pada dokumen percncanaan; 
melakukan evaluasi atas keselarasan indikator kinerja antar dokumen 
perencirnaan; 

b. Kepala OPD terkait menginstruksikan Kepala Sub Bagian Hukum, 
Pcrcncanaan dan Pclaporan supaya dalam mcnctapkari indikator kinerja 
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pada dokumcn percncanaan dan dokumcn pcnilaian kinerja berdasarkan 
perhitungan dan formulasi secara jelas dan terukur dan didukung dengan 
kcrtas kcrja pcngumpulan data. 

2.3. Pengelolaan Belanja Program dan Kegiatan 

Belanja daerah mcrupakan sarana untuk rncncapai tujuan stratcgis 
pcmerintah serta memberikan pelavanan publik kcpada masyarakat schingga 
pengelolaan belanja harus dilaksanakan dcngan baik mulai dari perencanaan 
sampai dcngan pcmantauan. Pengelolaan bclanja sendiri mencakup mulai dan 
tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program dan kegiatan. 
Pada tahapan perencanaan, diperlukan anaitsis ekonomi/studi kclayakan atas 
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Analisis ckonomi sendin 
merupakan metode yang digunakan untuk mcnilai program/kegiatan yang 
akan dipilib unruk dilaksanakan dcngan mclakukan analisis cksternalitas 
ekonomi seperti analisis biava dan man faat (cost /eneJit a,ia1ysis, analisis 
cfcktivitas biaya, dan sebagainva. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan 
untuk mcnilai sejauh mana realisasi pembangunan dacrab dapat 
mempcngaruhi kincrja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro 
ekonomi dacrah telah sesuai dengan angka yang telah diasumsikan di dalam 
RP}MD. Untuk mcningkatkan objektivitas dari analisis yang dilakukan, maka 
analisis perlu direviu oleh pihak yang berkompetcn dan juga dipublikasikan. 

Setelah dilakukan analisis ekonomi/studi kclayakan, dilakukan seleksi 
atas program/kegiatan yang telab melewati analisis ekonomi/studi kelayakan 
tcrscbut. Dalam tahapan mi, diperlukan knitcnia standar yang kcmudian 
dijadikan pcdoman agar proses seicksi dapat sciaras dengan pnioritas 
pembangunan daaerah yang telah ditetapkan. Pada tahapan ini, diperlukan 
pula transparansi dan pcngaturan yang komprehensif oleh pemcnintah daerah 
untuk mcningkatkan efisiensi dan produktivitas pclaksanaan bcliuija. 

Atas program/kegiatan tcrpilih, kemudian dilengkapi dengan 
penvusunan proyeksi belanja dacrah . Manajernen anggaran yang baik 
memerlukan penyusunan proycksi anggaran yang komprehensif selama kurun 
waktu pclaksanaan program. Proyeksi biaya tersebut didokumentasikan dalam 
suatu percncanaan anggaran yang mencakup proycksi biaya jangka menengah 
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dari keseluruhan ang,garan yang dimiliki maupun proycksi atas pengeluaran 
lain yang berkaitan dengan pclaksanaan program dan kegiatan. 

Program/kegiatan tcrscbut kernudian dircalisasikan scsuai dcngan 
perencanaan yang tclah disusun. Sepanjang proscs pelaksanaan 
program/kegiatan, dilakukan pemantauan dan pclaporan pclaksanaan 
prograrn/kcgiatan unruk menilai apakah capaian on/put prograrn/kegiatan 
tclah sesuai dengan percncanaan, memonitor perkembangan fisik maupun 
keuangan, dan perkiraan pcnyelesaian program/kegiatan, mengidentifIkasi 
permasalahan dan hambatan pelaksanaan, serta membuat laporan 
pelaksanaan prograrn/kegiatan sccara herkala. Tidak hanva pada tahapan 
pclaksanaan, proscs pcmantauan mi mcickat pada setiap tahapan pcngclolaan 
belanja dacrah dan dilaksanakan secara bcrkclanjutan schmgga hasil dad 
pemantauan dapat digunakan scbagai masukan/perbaikan dalam proses 
perencanaan maupun pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Dcngan 
dilaksanakannva pemantauan yang memadai, diharapkan pclaksanaan 
program/kegiatan dapat bcrjalan dengan baik, tcpat \vaktu, dan sesuai dengan 
target capaian program dan kegiatan. 

Berdasarkan uraian tahapan pengelolaan belanja daerah tersebut, 
indikator kinerja pengelolaan belanja dacrah meliputi analisis ckonomi, 
seleksi, proyeksi biava, dan pernantauan atas program/kcgiatan. Hasil 
pemcriksaan BPK RI atas pengelolaan belanja program dan kegiatan terkait 
pembangunan manusia pada 60 pemcrintah daerah yang diuji petik 
menunjukkan adanva permasalahan sebagai berikut: 

2.3.1 Pemda Belum Melakukan Analisis Ekonomi atau Studi 
Kelayakan/Prakelayakan atas Program dan Kegiatan 

Dokumen analisis ekonomi memuat analisis biava, manfaat ckonomi 
dan sosial yang dianraranya berupa studi kelavakan/pra kelavakan, Kcrangka 
Acuan Kerja (KAK), Detail E.gineeiig Design (DED) atau dokumen lain yang 
dipersamakan. Hasil pemeriksaan BPK RI pada aspek pcngelolaan belanja 
program dan kegiatan menernukan bahwa hampir seluruh pemenntah daerah 
(54 atau 909/a pcmda yang diuji pctik) bclum melakukan analisis 
ekonomi/studi kelayakan scbagairnana ditunjukkan pada grafIk berikut: 
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Grafik 7. Persentase Pemda yang Belum Meiakukan Analisis Ekonomi 
atau Studi Kelayakan/Prakelayakan Tahun 2016-2018 

2018 J 	liii 	 I 	90,00 

2017 90,00% 

2016 J 	88,33% 

Su.rnbci- : I khtisar Hasil Pcrncriksaan Scinesrer 11 2019 

Dalam pelaksanaan maupun pengkoordiiTiasian pcnyusunan 
percncanaan dokumen pembangunan daerah, pcmda berpedoman pada 
Permendagri NC), 86 Tabun 2017 tentang Tata Cara Pcrcncanaan, 
Pcngcndalian dan Evaluasi Pcmbangunan Dacrab, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rcncana Pembangunan jangka 
Panjang Dacrah dan Rcncana Pcmbangunan Jangka Mcncngah Dacrah, scrta 
Tata Cara Pcrubahan Rcncana Pembangunan jangka Panjang Dacrah, 
Rcncana Pcrnbangunan jangka Mcnengah Daerah, dan Rcncana Kcrja 
Pcrncrintah Daerah. Didalam dokumcn usulan program/kegiatan pcmcrintah 
daerah, hampir seluruhnya tidak mernuat informasi analisis ekonomi atas 
prograrn/kegiatan pada periode terkait maupun periodc yang akan datang. 
1 lal tcrscbut dikarcnakan kctcntuan mcngcnai analisis ckonomi bclurn diatur 
di dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan Bappeda di daerah belum 
mengusulkan lcbih lanjut mengcnai konsep pedoman/kebijakan analisis 
ckononii atas kegiatan yang diusulkan sehingga belurn ada dasar acuan 
maupun panduan untuk mclakukan analisis ekonomi tersebut. 

Pada bcberapa pernerintah daerah yang dikatakan belum membuat 
analisis ckonomi/studi kclavakan atas program/kcgiatan yang tclah 
direncanakan, urnumnva telab mCnVLISLui KAK sebagai salah satu bentuk 
analisis ckonomi. Namun, sebagaimana yang tcrjadi pada Pcmkab Acch 
Tirnur, Pcmkah Pulang Pisau, dan Pemkab Karangasern, ditemukan babwa 
belum scluruh prograrn/kegiatan pembangunan manusia didukung dengan 
penyusunan 1(AK. Pcnvusunan KAK umumnya dilakukan atas kegiatan yang 
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bersumber dari DAK yang mana KAK tersebut dibuat untuk memenuhi 
syarat pengajuan belanja atas program/kcgiatan yang bersumber dari DAK. 
Selain belanja yang bersumber dari DAK, KAK juga disusun untuk Belanja 
Modal yang bersumber dari Pendapatan Ash Daerah (PAD) scdangkan KAK 
tidak disusun untuk belanja operasional yang bersifat run. Pemeniksaan 
terhadap KAK yang telah disusun pun diketahui jika KAK tensebut belum 
dibuat secara objektif, tcpat waktu, dan belum scpcnuhnya mcmiliki indikator 
capaian kinerja yang rcicvan. 

Scn-xcntara itu pada beberapa pemerintab daerah seperti Pemkot 
Cilegon, Pcmkot Surabaya, Pcmkab Ngawi, Pemkab Kepulauan Riau, 
Pemkab Ogan Komering LJlu, dan Pemkot Ban jar telah bcrupava melakukan 
analisis ekonorni tcrhadap rencana program dan kegiatan meskipun belum 
memadai. Seperu pada Pernkot Cilegon, OPI) telah membuat dokumen 
analisis ekonorni meskipun belum disusun untuk setiap program. OPD pada 
Pemkot Cilegon telah menvusun analisis studi kelayakan/frasibi/iy study (FS) 
dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) program/kegiatan meskipun studi 
kclayakan tcrscbut hanya dilakukan pada pekcrjaan konstruksi bangunan 
(fisik) yang bcrnilai besar dan membutuhkan perencanaan terpeninci. Sama 
halnya dcngan Pcmkot Cilegon, Pcmkot Surabaya juga telah melakukan studi 

kelavakan//èasibi½/i study (1'S) untuk provek pembangunan fisik yang bernilai 
bcsar dan mcmiliki dampak luas seperti pembangunan gedung RSUD, dan 
gedung sekolah/puskesmas. Penyusunan KAK juga telah dilakukan secara 
objektif dengan merujuk pada data capaian kincrja tahun sebelumnva dan juga 
menggunakan sumber data yang rcicvan seperti data BPS dan data 
kementerian terkait. Sementara pada Pcmkab Ngawi, analisis ekonomi tclah 
menjadi salah satu pertimbangan dalam diskusi penentuan program hanya saja 
hal tersebut bclum didokunientasikan. Pada beberapa dacrah diketahui jika 
analisis ekonomi/studi kelavakan tersebut belum dilaksanakan secara 
rnemadai dikarenakan scjumhah kcterbatasan baik dari segi waktu, anggaran, 
dan personil. 

Selain terdapat permasalahan belum dilakukannva analisis ekonomi, 
hampir seluruh pemerintah daerah 49 atau 81,67% pemda yang diuji petik 
belum melakukan reviu atas hasil analisis ekononii/studi kclayakan 
progranTi/kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut: 
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Grafik 8. Persentase Pemda yang Belum Melakukan Reviu atas Analisis 
Ekonorni/Studi Kelayakan Program/Kegiatan Tahuri 2016-2018 

2018 - 81,67% 

2017 81,67% 

2016 
Jiiiiiiiiiiiuuiiuiiiiii 	

80,00% 

Surnbcr: Tkhtisar Hasil Pcmcriksaan Semester II 2(19 

Pada pcmda rang tidak melakukan analisis ekonorni atas usulan 
program/kegiatan yang telah ditetapkan, maka pcmda juga tidak melakukan 
rcviu tcrhadap analisis ekononn tcrscbut. Bcbcrapa Inspcktorat di dacrah, 
belum pernah melakukan reviu atas analisis ekonorni program/kegiatan 
discbabkan bclum adanva panduan maupun format bagi Inspektorat untuk 
melakukan reviu tcrsebut hingga tidak adanya bagian atau organisasi yang 
secara khusus melakukan rcviu atas dokumen studi kclayakan dan KAK yang 
dibuat olch OPD. Sementara di beberapa daerah, proses reviu dilaksanakan 
secara lisan baik pada saat pelaksanaan Musrenbang maupun oleh 
lnspcktorat, dan tidak sampai pada reviu atas dokumen KAK maupun 
dokumcn analisa ekononii lainnva, serta proses revlu tidak terdokumcntasi. 

Sementara itu, beberapa pemda telah melakukan analisis 
ekonomi/studi kelayakan namun belurn melakukan reviu atas analisis 
ekonomi tersebut, antara lain Pcmkot Banjar dan Pcmkot Cilegon. Pada 
Pemkot Banjar, diketahui jika Dinas Pendidikan tclah rnclakukan analisa 
ekonorni rang dirnuat di dalarn KAK termasuk untuk KAK dari kegiatan 
bukan Belanja Modal dan dokumcn tersebut telah disusun berdasarkan 
sumber data rang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, KAK 
terscbut baru disusun pada saat tahun bcrjalan sctclah APBD ditctapkan 
schingga penctapan perkiraan biaya kegiatan di dalam KAK tidak didasarkan 
pada perhitungan biaya till yang dibutuhkan. Mcskipun telah ada dokumen 
1KAK, namun tidak ada OPD tertentu (pihak ketiga) yang ditetapkan untuk 
melakukan rcviu atas dokumcn analisa ekonomi tersebut dikarenakan 
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keterbatasan sumber daya baik anggaran maupun SDM. Tugas untuk 
melakukan reviu tersebut dilaksanakan secara berjenjang baik secara internal 
OPt) dan juga melekat pada tugas pokok dan fungsi Bappeda namun proses 
reviu tcrscbut tidak didokumentasikan. Sama seperti Pernkot Banjar, Pcmkot 
(;ilegon juga telah memiliki dokumen analisis ekonomi yang dituangkan dalam 
KAK, narnun dokumen tersebut tidak direviu secara khusus olch OPD lain 
maupun pihak kctiga (konsultan). jika merujuk pada Peraturan Pemerintab 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 10 
Tahun 2018 tentang Rcviu atas Dokumen Percncanaan Pembangunan dan 
Anggaran Daerah Tahunan, disebutkan bahwa atas analisis ekonomi 
prograrri/kegiatan yang direncanakan wajib untuk dilakukan rcviu. Tidak 
adanya reviu dokumen perencanaan secara khusus dan independen 
rnenvebabkan objekrivitas darl analisis ekonorni yang tclah disusLin maupun 
pcnilaian cfcktivitas program/kegiatan untuk mencapai output kegiatan scrta 
indikator kincrja program men jadi belum dapat dipastikan. 

Meski demikian, dikctahui beberapa pemda telah melakukan reviu atas 
analisa ekonomi yang telah disusun antara lain Pemkab Ogan Komering Lilu, 
Pemprov Kcpulauan lUau, Pemkot Surabara, dan Pemkab Ngawi. Pada 
Pemicot Surabava, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (1tPD) dan Badan 
Pcrencanaan Pembangunan Kota (Bappcko) telah melaksanakan reviu atas 
program dan kegiatan yang diusulkan olch OPD scbagaimana diamanatkan 
dalarn Peraturan \Valikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 1ungsi serta Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabava serta Permendagri No. 86 
Tahun 2017. 

Selain itu, hampir seluruh pemerintnh daerah (54 atau 90% pernda yang 
diuji petik) diketahui bclurn melakukan publikasi atas program dan kegiatan 
terkait program pembangunan manusia sebagaimana ditunjukkan pada grafik 
berikut: 
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Grafik 9. Persentase Pemda yang Belum Melakukan Publikasi 
Program/Kegiatan Tahun 2016-2018 

2018 90,00% 

2017 IIIIII•I• I 	90,00% 

2016 - 90,00% 

Surriber: Ikhtiar 1-lasil Pcrncriksaan Semester I 1 2019 

Publikasi merupakan kegiatan mcnycbarluaskan informasi kepada 
khalavak dengan menggunakan media informasi balk media cetak, media 
cicktronik, website, papan pengumuman, dan lainya yang bertujuan agar 
informasi dapat disampaikan secara lebih cfektif dan lebih cepat. Publikasi 
merupakan bentuk transparansi pcngclolaan kcuangan daerah yang mana 
mclalui publikasi tersebut masyarakat dapat mengetahui arah pembangunan 
yang dilakukan pemerintah serta diharapkan masyarakar dapat memberikan 
umpan balik terhadap prograrn/kegiatan yang dircncanakan maupun 
dilaksanakan. Bahkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ Tahun 2012 
juga rncnckankan pcnringnva setiap pemda memanfaatkan laman resminya 
untuk mempublikasikan berbagai dokurnen pengelolaan anggaran daerah agar 
bisa diakscs olch publik sebagai wujud transparansi pernda dalam pelaksanaan 
pengeloiaan kcuangan. 

Meskipun hampir seluruh pcmda telah memiliki larnan pemerintahan, 
namun diketahui jika hampir sebagian bcsar pcmda tidak mempublikasikan 
program/kcgiatan yang berkaitan dcngan pembangunan manusia secara 
mcnycluruh. Scbagian besar pemda hanva mencantumkan ui formasi 
keuangan scperti laporan kcuangan audhtn'4 LRAPBD, APBD tahun 
berkcnaan, APBD Pcrubahan dan scbagainya tanpa mempublikasikan 
mengenai program dan kegiatan belanja yang tclah ditetapkan kcpaela 
masyarakat. Beberapa pcmda tclah mclakukan publikasi prograrn/kegiatan 
tcrkait program pembangunan manusia namun masih dilakukan sccara 
terbatas pada program/kcgiatan yang merniliki anggaran publikasi. Akibatnya, 
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masvarakat tidak dapat bcrperan serta mcmantau akuntabiitas pcngclolaan 
program dan kegiatan yang dilakukan pcmerintah daerah. Hal terscbut 
discbabkan karena beberapa pemda belum mcngetahui kewajiban untuk 
mempublikasikan prograrn/kegiatan yang telah ditetapkan. Beberapa pemda 
juga belurn membentLik PPID yang secara aktif berkegiatan untuk mendorong 
ketcrbukaan informasi publik. Sebagian Dinas di dacrab juga belum 
berkolaborasi secara optimal dengan Dinas teknis dan kaitanva dengan 
koordinasi data. 

Meski demikian, beberapa pemda seperti Pemkab Beitung Tirnur, 
Pemprov Kcpulauan Riau, Pcmprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Tcngah, 
Pcmkot Surabaya, Pcmkab Paser telah melakukan publikasi atas 
program/kegiatan pembangunan manusianya. Pemkab Beitung Tirnur, dan 
Pemprov Kepulauan Riau tcL'th memiliki fasilitas pclayanan publik berupa 
n'ebsite aktif untuk mcnginformasikan kepada masyarakat mengenai agenda 
penyelenggaraan pemerintah dacrah yang mcmuat baik informasi keuangan 
maupun informasi fiskal, dan waktu publikasi atas program/kegiatan yang 
ditctapkan dalarn APBD dilakukan bersamaan dengan publikasi atas APBD. 
Untuk Pemkot Surabaya, publikasi dilakukan okh Bagian Humas Sekrctariat 
Daerah mclalui penerbitan rilis yang disampaikan melalui media massa tcrkait 
perencanaan dan capaian pembangunan Kota Surabaa. Pemkot Surabaya 
juga telah mempublikasikan program dan kegiatan tahunan rnelalui unggahan 
rencana kcrja tahunan pada laman masing-masing OPD serta 
mempublikasikan in formasi pelaksana program/ kcgiatan mclalui laman 
eproject..rurabaya.go.id. Pada Pemprov DKT Jakarta, terdapat laman 

(/ps://apbdjakarI(i.o.id) yang di dalamnya mencantumkan dokumcn RKA 
dan DPA yang mana di dalamnya memuat program dan kcgiatan SKPD dan 
diprioritaskan untuk pendidikan, kesebatan, dan scktor unggulan dacrah 
lainnya. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan secara online 

mclalui aplikasi herhasis web e-i'vlonev yang digunakan untuk memberikan 
informasi mcngenai capaian realisasi baik fink maupun kcuangan dari semua 
kegiatan Pemprov DKI Jakarta. 

Sclain 	publikasi program/kegiatan, publikasi atas 	analisis 
ekonomi/studi kelayakan yang telah disusun juga perlu dilakukan. Namun, 
diketahui jika beberapa pemerintah dacrah (22 atau 36,67% pemda yang diuji 
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perik) bclurn mclakukan publikasi atas hasil analisis ekonomi/studi kclayakan 
program/kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut: 

Grafik 10. Persentase Pemda yang Belum Melakukan Publikasi atas 1-lasil 
Analisis Ekonomi/Studi Kelayakan Program/Kegiatan Tahun 2016-2018 

2018 35,67% 

2017 36,67% 

2016 J. 	33,33% 

Sumber: I khtisar 1-lasil Pemeriksaan Serncster H 2() 19 

Diketahui beberapa pemerintah daerah seperti Pcmkab Aceh Timur, 
belurn pernab melaksanakan pub]ikasi KAK maupun hasil analisa ekonomi 
atas program dan kegiatan baik pada media cetak maupun media clektronik. 
Pernkab Karangasem juga tidak mempublikasikan 1KAK yang disusunova 
dikarenakan analisis ekonomi yang dibuat dalam penyusunan KAK tersebut 
hanya digunakan sebagai persvaratan pengajuan program/kegiatan yang 
bersumber dari APBN dalam aplikasi Kolaborasi Pcrcncanaan dan Informasi 
Kincrja Anggaran (KRTSNA). Beberapa pemda seperti pada Pcmkab. Pulang 
Pisau juga tidak mempublikasikan analisis ekonomi dalam bentuk KAK 
kcpada masyarakat umum. Namun masvarakat atau instansi lain dapat 
mengakscs hasil kajian atau studi kelayakan yang telab dilaksanakan dengan 
mcnghubungi langsung kepada OPD terkait. 

2.3.2 Pemda Belum Sepenuhnya Melakukan Seleksi atas Usulan 
Program dan Kegiatan 

Pcncrapan prioritas dalam pclaksanaan penentuan program/kegiatan 
sangat dibutuhkan untuk men jarnin bahwa program/kegiatan yang 
direncanakan telab sesuai dengan kebutuhan dan kescjahteraan masyarakat 
schingga dapat berdampak optimal pada pembangunan manusia. Narnun, 
sebagian pemeriritah daerah (26 atau 43,33% pemda yang diuji petik) belurn 
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sepenuhnva melakukan scicksi atas usulan program dan kcgiatan scsuai 
prioritas yang ditetapkan scbagaimana ditunjukkan pada grafik berikut: 

Gratik 11. Persentase Pemda yang Beluni Melakukan Seleksi atas Usulan 
Program/Kegiatan Sesuai Prioritas yang Ditetapkan Tahun 2016-2018 

2018 	 43,33% 

2017 	 45,00% 

2016 	 - 43,33% 

Sumber: lkhtisar Hasil l'emeriksaan Semester II 2019 

Untuk pcnvusunan program dan kegiatan prioritas dalam percncanaan 
pembangunan, Bappenas telab menetapkan Permen PPN/Bappcnas No. 5 
Tahun 2018 terkait Kriteria, Metode, dan Tahapan Pen usunan Program dan 
Kegiatan Prioritas dalarn Pcrencanaan Pembangunan Pemerintah. Namun, 
rnasih ditemukan sebagian pemda yang tidak mengadopsi krtteria dan metode 
tersebut dan tidak pula membentuk staridarisasi tersendiri dalam rangka 
menrcleksi program prioritas daerah. Di bcbcrapa pemda dikerahui jika 
penentuan prioritas program/kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan 
visi niisi kepala daerah terkait. Pada Pemkab Asmat, penentuan usulan 
program dan kegiatan didasarkan pada hasil musrenbang dan proses 
pembahasan anggaran di DPRI) scdangkan OPD tidak mcmiliki dokumen 
mengcnai dasar pemiJihan/scleksi program dan kegiatan tcrscbut schingga 
pcmda bclum memilik dasar pertimbangan yang terukur. Beberapa pernda 
juga diketahui belum sepenuhnya melakukan penetapan program/kegiatan 
bcrdasarkan scicksi prioritas sebagaimana program/kegiatan prioritas yang 
ditetapkan di dalam RPJMD. Hal tcrsebut terlihat dan masih dominannya 
pcnetapan prograrn/kegiatan yang bersifat fisik/pengadaan barang clan jasa 
dibandingkan dengan program non fisik sebagaimana ditcmukan pada 
Pcmkab Halmahcra Tirnur dan Pcmkab Acch Timur. Padahal menurut 
RPJMD, pelayanan publik dalani bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial 
dasar Iainnya baik kegiatan fisik infrastruktur maupun non fisik (non 
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infrastuktur memiliki bobot yang sama pcnting. Selain itu, di Iapangan masih 
ditcmukan hasil pclaksanaan kcgiatan yang belum dimanfaatkan sesuai dengan 
tujuan dan prioritas yang telab ditctapkan seperti pelaksanaan kegiatan 
rchabilitasi kelas namun kcmudian kelas tidak kunjung 
ditempati/dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah dinas 
namun tidak kuniung ditempari/dimanfaatkan, dan pelaksanaan kegiatan 
lainnya yang mana dari segi output terpenuhi narnun pcncapaian 
tujuan/manfaat/outcome dari pclaksanaan kegiatan tidak tcrpenuhi. Beberapa 
pencrapan kegiaran juga diketahui tidak sesuai dan bahkan tidak membcnikan 
dampak terhadap indikator kinerja program yang ditctapkan. I-Ial tersebut 
menunjukkan hahwa pemilihan kcgiatan yang dilakukan bclum bcrdasarkan 
prioritas dan scsuai kebutuhan penerima manfaat dari kegiatan tersebut 
sehiigga hal tersebut bcrpotcnsi mengakibarkan tidak rcrpenuhinva indikator 
keberhasilan program/kegiatan, kegiatan tidak berjalan/mangknak, dan 
kcgiatan tidak dilaksanakan secara berkcsinambungan yang pada akhirnya 
dapat berpcngaruh pada upava pcningkatan pembangunan manusia. 

2.3.3 Pemda Belum Sepenuhnya Melakukan Proyeksi Biaya atas 
Program dan Kegiatan 

jika analisis ekononii daerah ditujukan untuk mcnilai sejauh mana 
rcalisasi pcmbangunan dacrah dapat mempcngaruhi kinerja ekonomi daerah, 
maka analisis pengelolaan kcuangan dacrah ditujukan untuk menilai kapasitas 
kcuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan daerah. 
Sclanjutnya, untuk meningkarkan efcktifitas dan efisicnsi alokasi dana, perlu 
dilakukan analisa bclanja dacrah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk 
mcnjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan agar mcncapai tujuan yang 
tclah ditctapkan, maka diperlukan perencanaan bcrupa proyeksi perkiraan 
biava dibandingkan dcngan sumber pcndanaan yang tersedia. Namun, masih 
ditcmukan schagian pemerintah daerah (21 atau 35/  pemda yang diuji petik 
belum scpenuhnya melakukan proveksi biava program dan kcgiatan sccara 
rncmadai scbagaimana ditunjukkan pada grafik berikut: 
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Grafik 12. Persentase Pemda yang Belum Sepenuhnya Melakukan 
Proyeksi Biaya atas Program dan Kegiatan Tahun 2016-2018 

2018 J 	 •iuuiu 	iii 	35,00% 

2017 33,33% 

2016 L. 	 33,33% 

Sumbcr: lkhrisar Flasil Pemcriksaan Semester 112019 

Dalam dokumen RPJMD, telah dimuat mengenai provcksi pendapatan 
dan belanja selama kurun waktu lirna tahunan. Namun, proyeksi belan3a yang 
termuat dalam RPJMD tersebut merupakan proyeksi untuk level program dan 
belum menggambarkan proveksi untuk level kegiatan. Penelaahan terhadap 
anggaran bclanja program yang termuat dalam APBD di beberapa pemda 
diketahui belum scpcnuhnya selaras dengan proyeksi RP) MD dimana masib 
ditemukan program yang dianggarkan di dalam APBD narnun tidak termuat 
di dalam RPJMD, adanva deviasi yang besar antara anggaran belanja program 
pada APBD dengan proycksi RPjMD dimana terdapat program yang 
dianggarkan pada APBI) dcngan nilai alokasi kurang 75% proveksi RP MD 
maupun program yang dianggarkan pada APBD dengan alokasi lebih dan 
125% proveksi RPJMD. 

Sclain itu, bcberapa provcksi bclanja juga diketahui belum 
mencantumkan sumber pendanaan. Hal tersebut dikarenakan pcnentuan 
sumber pendanaan kegiatan di dacrah juga dipengaruhi olch kebijakan lainnya 
terrnasuk kebijakan pemerintah pusat. Sebagai contoh, jika pada tahun 
berjalan dilakukan pcmbangunan jalan yang bersumber dari DAK, maka 
ketika pada tahun berikutnya menu yang tersedia pada aplikasi KRISNA 
adalah untuk penirigkatan jalan, maka pernda tidak memiliki pilihan kccuali 
untuk mengikutinya sehingga penganggaran prograrn/kegiatan menjadi 
bcrbcda dengan yang direncanakan. Dalam pclaksanaan proycksi anggaran, 
kebcrlanjutan pclaksanaan kegiatan pada beberapa pcmda juga belum 
scpenuhnya diperhatikan. Pcnvusunan RKPD banyak terfokus pada saw 
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tahun anggaran tanpa discrtai provcksi kebutuhan anggaran tahun berikutnya 
maupun evaluasi hasil Iclaksanaan  program/kegiatan tahun scbclumnya 
schingga rnengakibatkan pclaksanaan kegiatan tidak terselesaikan. Padahal 
pcnvelcsaian pclaksanaan kegiatan termasuk diantaranva pembangunan 
infrastruktur merupakan hal yang penting karena pembangunan infrastruktur 
merupakan kegiatan yang mcnunjang pembangunan manusia karena 
kebcradaannya memberikan kernudahan akses pendidikan, kesehatan, dan 
perekonomian bagi masyarakat. Pada Pemkab Kcpulauan Sclayar, pemda 
telah melakukan proyeksi anggaran dcngan menctapkan alokasi anggaran 
program/kegiatan scriap tahun sarnpai dengan pelaksanaan 
program/kegiatan selesai namun belum rncnetapkan alokasi anggaran dan 
sumbcr pcndanaan untuk pemeiharaan dan pemanfaatan program/kegiatan. 
Keuadaan anggaran pcmciharaan tcrscbut disebabkan pemda menghindari 
pengangaran ganda khususnya pada bangunan maupun barang yang 
discrahkan kcpada rnasyarakat, dan juga karena alasan keterbatasan anggaran. 

2.3.4 Pernda Beluni Sepenuhnya Melakukan Pemantauan Program 

dan Kegiatan Secara Memadai 

Pcmantauan yang dilakukan pernda atas pengelolaan program/kegiatan 
terkait pembangunan manusia masib belum optimal. Salah satunya adalah 
pada pernantauan pclaksanaan kcgiatan pembangunan fisik dimana rnasih 
sering diternukan permasalahan kckurangan volume pekcrjaan, keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan, dan sebagainya yang mana permasalahan rersebut 
dapat mengharnbat terlaksananya pcmanfaatan hasil pckcrjaan yang secara 
langsung akan berpengarub terhadap pencapaian indikator kincrja kcgiatan 
tcrkait program pembangunan manusia. Beberapa pemda seperti pada 
Pemkab Malaka diketahui telah memi]iki tim yang bertugas untuk melakukan 
pcmantauan program dan kcgiatan pemda. Jnspektorat juga mclakukan 
pemantauan secara langsung namun pemantauan yang dilakukan cenderung 
bersifat pasif karena masih didasarkan pada permintaan OPD dan belum 
dilakukan pada seluruh program/kegiatan. Hal tersebut disebabkan karena 
terbatasnya SDM untuk melakukan pemantauan sccara aktif dan mcnvcluruh. 

Dalarn proses pemantauan, dokumentasi laporan pclaksanaan 
program/kcgiatan baik fisik, keuangan maupun penyelesaian 
program/kegiatan sccara berkala merupakan hal yang penting scbagai alat 
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kontrol dan bahan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, 
apakah tclah sciaras dengan pcncapaian indikator kcgiatan rang tercantum 
dalam RPJMD, khLtsusnva program prioritas terkait pembangunan manusia. 
Namun, belum adanva suaru proscdur standar/baku yang mdngatur mcngenai 
pclaksanaan pemantauan program dan kegiatan yang bersifat khusus dan 
mengikat mengakibatkan masih ditemukannya beberapa OPD yang bclum 
membuat laporan pcnvelcsaian kegiatan sama sekali. Beberapa OPD juga 
mengungkapkan belum rnemperoleh sosialisasi dan pelatihan untuk membuat 
prosedur pemantauan program dan kegiatan. Belum adanva acuan/standar 
pcmantauan mcngakibatkan hasil pemantauan yang dilakukan belum dapat 
menunjukkan apakah suatu program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai 
dengan target fisik yang direncanakan serta telah memenuhi kualitas rang 
ditentukan dalani dokurnen perencanaan. Belum dilaksanakannya 
pemantauan secara periodik/bcrkala juga berpotensi mengakibatkan 
permasalahan yang mcngharnbat pcnvcicsaian kegiatan tidak dapat dikctahui 
lebih cepat. 

2.4. Kebijakan Strategi Fiskal dan Penganggaran 

Proses penyusunan A1'BD pcmcrintah daerah antara lain berpedoman 
pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah 
dengan Pcrmendagri Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Pedoman Pcngclolaan 
Kcuangan Dacrah dan Permendagri Nomor 54Taliun 2010 tentangTahapan, 
Tatacara Pcnyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut mengatur pcnyusunan analisis 
pengclolaan kcuangan dacrah dan kcrangka pcndanaan dcngan pertimbangan 
indikator makro ckon mi. Bebcrapa faktor rang menjadi pertimbangan dalam 
penvusunan APBI) antara lain prediksi makroekonorni, prediksi fiskal, 
prediksi sensitivitas makrofiskal, analisis dampak dan penerapan strategi 
fiskal, pelaporan capaian fiskal, kerangka pengeluaran jangka mencngah, 
mekanisme penyesuaian auggaran, plafon anggaran, dan konsistensi angraran 
dengan prakiraan tahun sebelumnva 

Analisis atau prediksi makroekonorni mcrupakan dasar bagi 
pemerintah dalam menentukan belanja dan pendapatan untuk mencapai 
target rang ditentukan. Strategi dan prediksi fiskal mcmbantu pemcrintah 
daerah untuk mencari komposisi pendapatan dan belanja yang efektif unruk 
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mcncapai tujuan kebijakan yang kompicks. Adanva dinamika perckonomian 
mcrnhutuhkan pula analisis sensitivitas rnakrofiskal untuk mcmprediksikan 
bcrbagai skcnario pendapatan dan bclanja. Sedangkan dampak fiskal 
mcngukur kapasitas pcmcrintah dacrah untuk mcrnperkirakan dampak fiskal 
dari usulan kcbijakan pendapatan dan helanja yang ada dalam proses 
pcnganggaran. 

Terkait hal terscbut, BPK RI dalam IFIPS ii Tahun 2019 mcnyatakan 
tclah rnclaksanakan perncriksaan terkait kcbijakan strategi fiskal dan 
penganggaran pada 60 daerah yang dijadikan sampcl. Bcbcrapa dacrah dalam 
mcnct-apkan kcbijakan anggaran belurn berdasarkan prcdiksi makroekonorni, 
prcdiksi fiskal, analisis sensitivitas rnakrofiskal, perkiraan dampak fiskal, dan 
stratcgi fiskal dalam penctapan alokasi anggaran. Padahal penyusunan 
anggaran pcndapatan yang akurat dengan melaksanakan analisis dan prediksi 
dibutuhkan untuk mcndukung pcncapaian tujuan pcmbangunan manusia 
yang bcrkcsinamb ungan. 

Secara umum gambaran kepatuhan pada 60 perncrintah dacrah yang 
diLiji petik oleh BPK terkait kelengkapan kcbijakan strategi fiskal dan 
pcnganggaran dalam pcnyusunan APBD (meiputi RPJMD, RKPD, dan Nota 
Kcuangan)/Asumsi Dasar Ekonorni Makro (ADEM), dapat digambarkan 
scbagai bcrikut: 

Grafik 13. Rekiipitulasi Ketidaklengkapan Pencantuman Informasi ADEM 

Strategi Fiskal 23 
Nota 

25 Keuangan 

55 	•RKPD 
Analisis Dampak Fiskal 53 

56 • RPJMD 
56 

Anahsis Sensitivitas Makrofiskal 54  
56 

Prediksi Fiskal 
21 

Prediksi Makroekonomi 
29 

17 

'umbcr: I .alilpiran 3.1.4 1 H PS II 2019 (du ,Iah) 

Berdasarkan grafik di at-as, terlihat bahwa hampir scmua dacrab yang 
diuji pctik oleh BPK terscbut belurn mcncantumkan analisis dampak fiskal 
dan analisis sensitvitas makrofiskal baik di dalam Rencana Kerja Pcmerintah 
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Daerah (RKPD), Rencana Pcmbangunan jangka Mcncngah Dacrah 
(RPJMD), maupun Nota Keuangan NK). Rinciannya adalah sebagai bcrikut: 

Pada RPJMD, dari 60 pernda yang diuji penk 56 diantaranya (93,33%) 
bclum mencantumkan analisis sensitivitas makrofiskal dan hal yang sarna 
untuk analisis dampak fiskal vaitu 56 dani 60 pernda 93,33%). 
Pada RKPID, dari 60 pernda yang diuji petik 54 diantaranya (900/o)  bclum 
mencantumkan analisis sensitivitas makrofiskal dan untuk analisis 
dampak fiskal terdapat 53 pernda dari 60 (88,33%) pemda yang diuji petik 
belum rncncantumkaimya pada RKPD. 
Pada NK terdapat 56 dari 60 pernda (93,33%) yang diujipetik belum 
rnencantumkan analisis sensitivitas rnakrofiskal pada NK dan pada 
analisis dampak fiskal terdapat 55 pemda dari 60 pemda (91,67%) belurn 
mencantumkannya padaNK. 

Lcbih lanjut, bcrikut mi adalah contoh rcprescntasi 4 daerah dari 60 
daerah yang diuji petik BPK baik dari wilavab barat, tengah, dan tirnur 
Indonesia yang belum melengkapi dokumen APBD-nya dengan kchiakan 
strategi fiskal baik dalam RPJMD, RKPD, dan NK sebagni benikur: 

Tabel 6. Rekap Kelengkapan 
Kebijakan Strategi Fiskal dan Penganggaran 

Entitas Pernda 

Aspek Kebijakan Fiskal 
Penikab 

Penakab 
Pernkah Penuka! Ahab Penikab 

dan Pnganggar.tn 
Labuhan Batu Leimitang Ilir Tana Toraja 

Ha!mahera 
Timur 

(PALl)  
Prediksi \ [aki' 	cL au 11Th 

RI'j\lI) 
Prcdik,.i fiskal 

.\na!isis sensinvitas 
- ma Iii lUskal x x -  - 

I )aiiquak FlsklL! 
RI'_\11)  

I la 
x x 

PILl.! iksi 	I l]l< )CL( 1111 11111 

RkP!) 
X X 

PlCC.l1]Sl 	fiscal 
RKPI) x x X 
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kifiska1 x x x x 
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Sclain itu, terdapat 23 pcmda dari 60 pcmda (38,33%) yang 
menganggarkan PAD tidak realistis dan 15 pernda dari 60 pcmda (25%) yang 
tncnganggarkan pendapatan dana transfer dengan deviasi cukup besar 
(melebihi 10%) dibandingkan rcalisasinya. 

Apabila dijabarkan secara tcknis ke dalarn temuan dan permasalahan, 
benikut adalah temuan dan permasalahan kebijakan strategi fiskal dan 
pcnganggaran yang cukup sering terjadi di pcmcrintah dacrah yang dapat 
diLiraikan scbagai bcnikut: 

2.4.1. Belum Dicantumkannya Analisis Sensitivitas Makrofiskal dan 
Analisis Dampak Fiskal 

Scnsitivitas rnakrofiskal berhubungan dengan risiko fiskal karena 
adanva perubahan kebijakan negara pada situasi darurat yang rnenyebabkan 
defisit menjadi nieningkat melebihi apa yang sudah ditctapkan di dalam 
peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tentunya membuat cclah fiskal 
pcmenntah baik pusat maupun daerah menjadi semakin terbatas. Dalam 
ruang lingkup pernerintah dacrali sendini, nsiko fiskal merupakan suatu 
kondisi yang menvebabkan cstimasi dan rencana keuangan tidak tercapai dan 
tidak tcnlaksana scperti yang diharapkan seperti rnuncu]nya dcviasi antara 
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target dan realisasi dari pendapatan daerah secara uniurn diantarannya adanya 
nisiko perubahan kebijakan pada pemcrintah pusat yang mempengaruhi 
komposisi dana alokasi urnum Jan dana alokasi khusus, maupun risiko adanya 
penurunan kemampuan rnembayar para wajib pajak dan retribusi daerah. 

Analisis sensitivitas rnakrofiskal berperan dalarn penvusunan strategi 
rnitigasi scjak perencanaan anggaran, sehingga antisipasi dan penyesuaian dapat 
dilakukan selarna masa pelaksanaan atau realisasi anggaran ketika risiko fiskal 
yang berasal dari kebijakan pemerintab pusat tcrjadi. 

Scdangkan dampak fiskal merupakan bagian yang tak terpisahkan dan 
pengelolaan keuangan daerah, vakni suatu kondisi yang menyebabkan estirnasi 
dan rencana keuangan tidak tcrcapai dan tidak terlaksana scperti yang 
diharapkan. jika tidak terdapat analisis dampak fiskal, maka ketika target 
penenirnaan tidak tercapai maka daerah tidak rncmpunvai langkah mitigasi dan 
cenderung rnclakukan pemotongan anggaran. jika pemotongan anggaran 
tenjadi, maka akan berpengaruh terhadap pencapaian target tujuan 
pembangunan. 

2.4.2 Belum 	Diimplementasikannya 	Pendekatan 	Kerangka 

Pengeluaran Jangka Menengah Secara Integral Dalam Proses 

Penganggaran Belanja Daerah 

Belum diirnplcmcntasikannva pendekatan kerangka pengcluaran 
jangka menengab mi bcrbubungan dengan pcnganggaran pada Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) yang tidak sejalan dengan RPMD. Berdasarkan 
basil pendalaman pada beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 
Laporan Keuangan Pcmerintah Daerah (LKPD), ditemukan permasalahan 
scbagai berikut: 

Alokasi belanja dacrab pada OPD belum sepenuhnya mengacu kepada 
RPINID. 
OPD belum membuat perkiraan maju dari tahun berjalan (n+ 1)/(n+2). 

Hal im berakibat tidak terdapat kesinambungan program untuk 

mencapai sasaran dan tujuan yang tertuang dalam RPJMD. RPJMD 

sendiri benisi pendekatan pcnganggaran berdasarkan kebijakan. Pengambilan 
kepurusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lcbih Jan 
satu tahun anggaran, dcngan mcmpertimbangkan implikasi biava akibat 
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kcputusan tersebut pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan 
maju. Sedangkan untuk periode satu tahunan pemerintah dacrah menvusun 
Rencana Kcrja Pernerintab Dacrah (RKPD), Kcbijakan Umum Anggaran 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KLJA PPAS), Rencana Kerja dan 
Ang,garan (RKA) OPD, APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
OPD. 

Tidak digunakannya pendekatan pengeluaran jangka menengah dalam 
perencanaan dan penganggaran menimbulkan konsckucnsi program pada 
OPD yang bcrsangkutan mengalarni pemotongan anggaran atau anggarannya 
dialihkan ke program/kegiatan lain. BPK rnengungkapkan bahwa dari hasil 
vawancara kcpada pejabat OPD di daerah, scringkali pencantuman prakiraan 
belum dianggap scbagai hal yang penting. 

Secara garis besar, permasalaban tcrsebut terjadi karena: 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dhi Kepala BPKAD dan 
Bappeda kurang cermat dan kurang mernedomani prediksi 
makroekononii, prediksi fiskal,prediksi sensitivitas maskrofiskal, dampak 
fiskal, strategi fiskal,pcndckatan pengeluaran jangka mcncngah dacrah 
dalam penyusunan APBD. 
Kurangnva pernahaman personel OP1) di bidang perencanaan dalam 
menvusun dokumen perencanaan dan penganggaran OP1). 

Kcdepannya, harus ada langkah perubahan yang ditcmpuh olch 
perncrintah dacrah dengan cara mcnindaldanjuti rckomcndasi BPK yang 
secara ganis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

Kcpala dacrah rnemcnintahkan TAPD dalam perencanaan dan 
pcngang,garan mcmasukkan prcdiksi makroekonomi, prediksi fiskal, 
prcdiksi sensiuvitas makrofiskal, dampak fiskal, strategi fiskal, pcndckatan 
pengeluaran jangka mcncngah dacrah, dan perkiraan maju anggaran. 
Kepala Daerah agar mcningkatkan pemahaman personel OPD di bidang 
perencanaan dengan memberikan pclarihan dalam mcnyusun dokumen 
perencanaan dan penganggaran OPD. 
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2.5. Pengendalian Atas Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka 
Meningkatkan Pembangunan Manusia 

Kcbijakan reformasi yang diterapkan di Indonesia mcmbawa dampak 
yang cukup signifikan bagi tatanan pemerintahan, balk yang berada di pusat 
maupun dacrah. Rcformasi menuntut pengelolaan anggaran pemerintahan 
pusat dan daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sebagai 
pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran, setiap tahunnya pemerintab 
daerah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas 
pcnggunaan anggaran yang telah dilaksanakan pada satu tahun tersebut, 
sebagaimana yang terruang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
APBD). 

Bcrdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintab Pusat dan Pcmcrintahan Daerah, kewenangan daerah atas 
pengelolaan anggaran semakin meningkat. Pemcrintah dacrah dapat 
menyusun dan mengendalikan sendiri anggaran belanja pada masing-masing 
daerah, untuk kemudian digunakan dalam rangka pembangunan berbagai 
kawasan di daerah. Tuntutan pcnggunaan anggaran yang akuntabel dan 
transparan seharusnya dapat mendorong pembangunan SDM aparatur daerah 
untuk lebih disiplin, bersth scrta bertanggungjawab dalarn pelaksanaan 
berbagai macam program pembangunan yang telah ditetapkan. 

Dalam kaitannya dcngan pengelolaan belanja daerah, Kemen rerian 
Dalam Negeri yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan tcrbadap 
pemerintab dacrah diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya 
dalam perumusan kehijakan, pembinaan dan evaluasi serta monitoring 
schingga pcngelolaan bclanja dacrah dapat berjalan dengan haik dan 
mendorong peningkatan pembangunan manusia. Terkait hal tersebut, BPK 
pada tahun 2019 telah mclaksanakan pcmeriksaan terbadap efektivitas 
perumusan kebijakan, pembinaan, evaluasi dan monitoring pengelolaan 
belanj a daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada 
Kemcntcrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan instansi terkait lainnya tahun 
2016 s.d Semester I Tahun 2019. 

Pcmeriksaan mi dilakukan karena salah saw agenda prioritas 
pembangunan nasional dalam Rcncana Pembangunan j  angka Mencngah 
Nasional RPJMN) 2015-2019 adalah meningkatkan kualitas hidup manusia 
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dan rnasvarakat Indonesia. Oleh karena itu, strategi alokasi dan pengclolaan 
sumber daya keuangan negara/dacrah yang terbatas untuk mendukung 
pcncapaian peningkatan pembangunan manusia men jadi sangat penting. 

Terkait dengan pemcriksaan mi, salab saw tcmuan penring BPK yang 
perlu mendapatkan perhatian terkait kebijakan pengendalian atas pelaksanaan 
anggaran adalah rekomendasi hasil Evaluasi Krnerja Pcnvc!cnggaraan 
Pcmerintahan Daerah (EKPPD) dan hasil pemctaan kapasitas pemerintahan 
daerah belum dapat ditindakianjuti dan dinianfaatkan secara efektif. EKPPD 
merupakan sarana evaluasi yang dilakukan olch pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah provinsi dan petnerintah dacrab kabupaten/kota dalarn 
rangka penilaian kincrja penyelcnggaraan pcmcrintahan daerah. 

Hal mi mengindikasikan bahwa tindak lanjut atas cvaluasi internal 
dalam pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementcrian Dalarn Negeri 
terhadap pemerintah daerah balk tingkat provinsi dan kabupatcn/kota bclum 
dapat dilaksanakan dengan baik. Permasalahan mi menyebabkan hasil 
EKPPI) belum dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja 
pcnycicnggaraan pemcrintahan daerah yang dapat mendorong pcningkatan 
pembangunan manusia. 

Selain itu, permasalahan lain yang perlu digarisbawahi adalab 
Kemendagri belum merniliki database yang tcrintegrasi dan tcrkonsolidasi 
dalam sistcm informasi pemerintahan daerah, terutama terkait dengan database 

kcuangan daerah yang belum dikelola secara baik. Padahal database mi 
memegang peranan penring dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh 
internal pemerintahan itu sendiri. 

Dalam rangka mcnyusun anggaran dacrah dan laporan pengelolaan 
keuangan daerah, Pcmda tclah menyelenggarakan Sistem Informasi 
Kcuangan Dacrah (SIKD). Namun dari hasil pemeriksaan atas penggunaan 
aplikasi SIKD dalam pcnvusunan AIBD dan Laporan Kcuangan 
menunjukkan tidak seluruh pemda dalam pengelolaan kcuangannya 
mcnggunakan aplikasi SIPKD. Berdasarkan data Kcrncndagri sampai dengan 
Semester I Tahun 2019, dari 542 pemda hanva terdapat 78 pcmda (14,39%) 
yang mcnggunakan aplikasi SIPKD. Sebagian besar pemda, vaitu sebanyak 
377 pcmda (69,56 46) menggunakan aplikasi SIMDA dari BPKP. Sedangkasi 
sisanva sebanyak 78 pemda (14,63%) mcnggunakan aplikasi dari pihak ketiga 
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lainnya, scbanyak 2 pcmda (0,37°/o) menggunakan aplikasi SIPKD dan 
SIMDA secara bersamaan, dan sebanvak 7 pemda (1,29%) tidak diketahui 
apakab menggunakan sistem aplikasi atau tidak dalam pengelolaan keuangan 
daerah. 

Gambar 1. Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

Ii I P k/. 	P, ii/i 	. ,,; \ L i,,v., 	 I )ij \ 	/ 

Meskipun secara urnum pemcrintah daerah sudah menggunakan 
aplikasi pcngelelolaan keuangan dacrah, namun ternyata tidak semua database 

aplikasi tersebut terhubung dengan sen'er pada Ditjen Bina Keuda 
Kcrncndagri, schingga data anggaran dan realisasi disampaikan olch pernda 
dalam bentuk so/icopy/ hardcopy, yang selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi 
Micivso/1 Excel untuk dijadikan database Ditjen Bina Keuda. Permasalahan mi 
mencerminkan pengenclalian atas pelaksanaan anggaran pemerintah daerah 
yang dilakukan oleh pemerintah pusat masih belum efisicn. 
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2.5.1. Implementasi Pengendalian Atas Pelaksanaan Anggaran Pada 
Pemerintah Daerah 

Pemcrintah 	daerah 	wajib 	rnclakukan 	pengendalian 	atas 
pcnycicnggaraan kegiatan pcmcrintahan untuk rnencapai pcngelolaan APBD 
yang cfektif, euisien, transparan dan akuntabel. Pengendalian terhadap 
penvelenggaraan kegiatan dilaksanakan bcrpcdoman pada Peraturan 
Pcmerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pcngendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) dan Pcrmcndagri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana 
diubah dcngan Pcrrncndagri Nornor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata 
Cara Pengawasan atas Penvcicnggaraan Pcmcrintah Dacrab. Salab satu 
kritcria pcnilaian atas pengendalian dalarn pclaksanaan anggaran adalah 
terscdianya prosedu.r/mekanisme pemantauan tindak lanjut rckomcndasi 
audit intcrnal. 

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistcm pcngcndalian 
internal, pernerintah daerah dibantu Aparat Pcngawasan Intern Pernerintah 
(APIP) ncnvelcnggarakan pengawasan intern. Inspektorat rncnvelcnggarakan 
pcngawasan tcrhadap sciurub kegiatan dalarn rangka penyelenggaraan tugas 
dan fungsi OPD. 

Tcr]cait dengan pemeriksaan atas pengendalian dan pelaksanaan 
anggaran, BPK RI telab mcrnilih 60 dacrah scbagai sample pemcriksaan. Dan 
60 dacrah tersebut jika dilihat dari data penyelcsaian tindak lanjut atas 
rekornendasi audit internal yang dilaksanakan olch Inspcktorat selaku APIP 
rncnunjukkan basil yang kurang optimal di beberapa dacrah. Berdasarkan data 
inorntoring tindak lanjut atas rekornendasi LHP APIP TA 2016-2018 pada 3 
sample dacrab Indonesia bagian harat, tengah dan timur Indonesia, diketahui 
sebagai berikut: 

Tabel 7. Rekapitulasi Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHP APIP 

Jurnlah Rekomendasi Tindak_Lanjut 

Belurn Dalam Pernkah/Pcrnkot Total  
2016 2017 2018 Scicsai 

Scicsai Proses 
l'iiiLoi 	\l&Iiii 51)) ())) 191 1.399 19 1350 - 

(5uiiitteia Vtani)  

I'cmkth Karang 
567 442 503 1.512 1.141 349 22 

scm (l ) ah)  

MaIika (NIT) 671 1.1)1)) 1.26)) 2.941 1.697 993 251 

Siiiiihci: 1.111' 11'K U mis kincrja ic1ana li-II'S II 2019 
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I)ari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Pemkot Medan 
dalarn menyelcsaikan tindak lanjut atas rekomendasi audit internal masib 
sangat rendah, yaitu hanva sebesar 1,36% clari total rekomendasi yang telah 
disampaikan oleb APIP. Hal tersehut disebabkan Inspektur kurang optimal 
dalam pemanrauan tindak lan jut rckomendasi basil pemeriksaan Inspektorat. 
Selain itu, Kepala OPF) kurang optimal dalarn menindakianjuti rekornendasi 
hasil pemeriksaan lnspcktorat. Disamping hal tersebut, pihak Inspektorat 
Kota Medan menjelaskan hahwa rcndahnva tindak lanjut basil perneriksaan 
lnspektorat antara lain karena pibak OPD ridak seluruhnya kooperatif dalam 
menindakianjuti rekomendasi dan lnspektorat lebih fokus untuk melakukan 
monitoring tindak lanjut basil pemeriksaan BPK. 

I)ani hasil diatas, seharusnya Pcmkot Medan dan lnspektorat bisa 
lebih rneningkatkan kerjasarna dengan mcnyelcnggarakan forum peniantauan 
tindak lanjut rckomendasi hasil pemeriksaan lnspcktorat secara berkala. 
Sehingga tindak lanjut atas rekomendasi pcmeriksaan oleh APIP dapat 
diselesaikan dengan baik. 

Sedangkan untuk penyelesaian tindak lanjut atas audit internal 
Pernkab Karangasern dan Pemkab Malaka dari TA 2016-2018 rnenunjukkan 
progres yang relatifjaub lebih baik, yaitu masing masing sebesar 75,46% dan 
57,70%. Meskipun tingkat penycicsaian rckornendasi audit internal sudab 
relatif lebih baik dibandingkan Pcrnkot Medan, namun dilapangan masih 
terdapat beberapa hambtan dalam penyelesaian tindak lanjut audit internal, 
seperti belurn optirnalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian 
kebijakan kepala daerah seperti pengenaan sanksi dan OPD serta jajaran 
belum berkornitmen dalam menindakianjuti hasil perneriksaan. 

LTntuk meningkatkan persentase atas tindak lanjut audit internal pada 
pemcrintah dacrab, BPK RI memberikan beberapa rekornendasi untuk 
Kepala Dacrah berupa: 

Menyusun mekanisme irward/puthhment bagi OPD atas penyelcsaian 
rekornendasi hasil pemeriksaan internal Inspektorat Daerah. 
Menyusun mekanisme/prosedur pelaksanaan pernantauan tindak lanjut 
atas rekomendasi hasil perneriksaan internal serta mcnyelenggarakan 
forum pemantaLlan tindak lanjut secara berkala, antara OPD terkait 
dengan lnspektorat. 
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c. Kepala OPD untuk ]ebih akf menindakianjuti rckomendasi audit internal 
secara mcnvcluruh. 

2.6. Peran Swasta dan Masyarakat dalam Meningkatkan 
Pembangunan Manusia di Daerah 

Pcningkatan pcmbangunan manusia pada tiga scktor yakni pcndidikan, 
kesehatan, dan perckonornian tidak terlepas dari kontribusi serta lartisipasi 
swasta dan masyarakat. Kontribusi scrta partisipasi swasta dan masyarakat 
dalam mcningkatkan pembangunan manusia antara lain telah diwujudkan 
mclalui pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan investasi 
dan pcnanaman modal scrta pcndirian usaha mikro, kccil dan mcnengah. 
(intuk mcndukung dan mcningkatkan kontribusi serta partisipasi swasta dan 
masyarakat, pemerintah daerah perlu menerbitkan dan mengimplementasikan 
peraturan serta kebijakan yang memberi ruang hagi partisipasi swasta dan 
masyarakat. 

Dalain meningkatkan pembangunan di lintas sektor diperlukan data yang 
akurat agar pembangunan yang dilaksanakan di dacrab dapat tcpat sasaran dan 
bcrdampak bagi masvarakat. Bagi instansi pemcrintah, data memiliki fungsi 
yang pcnting bagi kincrja dan kclancaran kcrja. pcmcrintah dacrab 
merncrlukan kctersediaan data yang baik agar penyusunan rencana kegiatan 
dan pengambilan kcputusan dapat dilaksanakan sccara tcpat. I-Ial mi juga akan 
berdampak pada pcningkatan kcbcrhasilan pemcrintah dalam pembangunan 
manusia di berbagai dacrah. 

Kcbcrhasilan suatu pemerintahan untuk meningkatkan pembangunan 
manusia diukur mcnggunakan lndcks Pcmbangunan Manusia (1PM). 
Pengukuran dilakukan dengan memperhatikan sejumlab komponen dasar 
kualitas hidup melalw pendekatan tiga dimcnsi dasar yaitu pcndidikan, 
kesehatan, dan pengeluaran. Pelaksanaan program dan kcgiatan prioritas yang 
telab disusun olch masing-masing Organisasi Pcrangkat Dacrah (GPD) 
mclalui belanja daerah sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan APBD, 
diharapkan dapat berpengaruh terhadap kcnaikan 1PM di Pcmcrintah Daerah. 

Pengclolaan APBD yang balk dapat diwujudkan dengan prinsip-prinsip 
Good Governance diantaranva akuntabiitas, pro fesionalisme, transparansi, 
pcncgakan hukum, dan partisipasi. Good Governance merupakan konsep yang 
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mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, scbagai suatu konscnsus yang 
dicapai oleh pcmerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi 
pcnyclenggaraan pcmcrintahan dalam suatu negara. Good Goziermmce dengan 
rndibatkan masvarakat atau swasta sebagai mitra dalam pelaksanaan 
pembangunan serta transparansi di bidang pemerintahan diharapkan dapat 
turut berpartisipasi dalam meningkatkan 1PM. 

Grafik 14. Perbandingan Target dan Realisasi 1PM Indonesia 2015-2019 

71,98 

70,18 
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Grafik diatas rnenunjukkan capaian IPNI rata-rata daerah di 
Indonesia mengalami peningkatan sctiap tahunnya. Kenaikan 1PM tersebut 
scharusnya mencerminkan peniigkatan kcsejahtcraan perekonornian di 
daerah. Upaya untuk rnewujudkan kesejahteraan dan kernakmuran 
masyarakat di dacrah merupakan hagian pcnycicnggaraan perncrintahan 
daerah. L'paya tersebut dapat tcrlaksana dengan baik don efektif apabia 
terjalin hubungan sincrgis dan berkelanjutan antara pernerintah daerah, pihak 
swasta sebagai pelaku usaha serta masyarakac iru sendiri. Pelaku usaha harus 
memperoich kcrnudahan dan perlindungan dalarn bcrusaha, scrta pemberian 
kesempatan yang lebih luas untuk berperan serta dalam pernbcrdayaan sosial 
ckonomi masyarakat. 

Untuk itu diperlukan ketcrsediaan regulasi yang memadai agar bisa 
n-tendorong peran swasta dan mas arakat dalam memajukan perckonornian 
dart pcmbangunan SDM di daerah. Pcncrapan regLilasi juga harus konsisten 

P1/Sal Ka;an A KN 1 45 



dan tidak mcngharnbat bagi pelaku usaha Lintuk menjalankan bisnisnya di 
dacrab. 

2.6.1. Implementasi Peran Swasta dan Masyarakat Dalam 
Pembangunan Manusia di Daerah 

Pcrnerintah dacrah perlu mendorong partisipasi publik dalarn upaya-
upaya pcningkatan pembangunan manusia. Selain karena keterbatasan 
pcmbiayaan pernerintab, peran publik sangat mencntukan dalarn upava 
mcningkatkan pembangunan manusia. Untuk itu, pernerintali dacrah perlu 
mcrurnuskan kebijakan dan/atau mcncrbitkan rcgulasi agar swasta dan 
masvarakat mendapat kesempatan dan ruang yang lebih besar untuk 
mcnycicnggarakan kcgiatan .-kcgiatan yang dapat mcmbcrikan kontribusi 
terhadap upaya peningkatan pembangunan manusia, baik di sektor 
pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. 

Terkait hal tersebut, BPK RI telah rnclaksanakan pemeriksaan terkait 
peran swasta dan masyarakat dalam pcmbangunan manusia di dacrah. 
Terdapat 60 dacrab yang dijadikan scbagai sample pemeriksaan. Pemeriksaan 
dilakukan dcngan rncngukur peran swasta dan masyarakat dalam 
penibangunan manusia dalarn tiga dimensi pengukuran vaitu ketersediaan 
data tentang kontribusi swasta/masvarakat, kctcrscdiaan 
regulasi/kebijakan/strategi yang mendorong peran svasta/rnasyarakat dan 
tcrkait pcncrapan rcgulasi tcrscbut. Bcrikut mi rckapitulasi indikator peran 
swasta dan masvarakat pada 10 daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK 
RI. Sample dacrah yang dimasukan pada tabel di bawah merupakan daerah 
yang rnewakih bagian barat, tengah dan tirnur indonesia. 

Tabel 8. Rekapitulasi Indikator Peran Swasta dan Masyarakat Dalam 
Pembangunan Manusia di Daerah 

- 	 - 

Ketersediaan 	Ketersediaan Penerapan Data No I 	Nama Daerah Data 	Regulasi 
iIuii 	\Iiiiidi 	;LllIIn 	\Icniidji 

danRgulasi 
I. I-th. 	\c'Ii 	1 1inr IyIuii 	( 

l<.abpulaLlan .N. c .. 
 1 ersedia Belum Mernadai Belum Optimal t\ Icntawai 
 Kab. Musi Rawas Tersedia Tersedia Bclurn Optimal 
 Kab. Bandung Tersedia Belum Mcrnadai Belum Optimal 
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Ketersediaan Ketersediaan Penerapan Data No Nama Daerah Data Regulasi dan Regulasi 

3. k,d. ll;tn 1c1um I Lrscdia Beluii 	1 eieIit 
I ciunpleiiicntai 

 Kab. Scrang Bclum Tersedia Belum Tersedia Belum Optimal 

 Kab.Loinbok Tersedia Fersedia Belum ()primal 
Tengah  

 Kab.Pulang Pisau Tersedia Belum Memadai Terimplementasi 
Belum 

 Kab.Kcpulauan Aru Belum Memadai Belum Tersedia Terimplernentasi 
Belum 

11). Kab.Asmat Belum I ersedia Belurn Tersedia  Tcrimplementasi 
'unhci: 1.11 P Fl] 'F.. It I a tas Kincila Flelanla I)aerah Il-II'S II .( 119 

Berdasarkan hasil pcmeriksaan diatas menunjukkan bahwa scbagian 
besar daerah yang mcnjadi sample telah memiliki data terkait kontribusi sektor 
swasta dan masyarakat di daerahnya sekaligus regulasi/kchijakan terkait peran 
swasta dan masvarakat. Narnun dcrnikian masib terdapat kelemahan dimana 
data yang tersedia belum memadai. Hal mi mcnycbabkan pemerintah dacrah 
akan mengalami kesulitan dalam melakukan analisis pemetaan kebutuhan 
partisipasi swasta dan masyarakat dalani berinvestasi. 

Demikian j uga tcrkait dcngan strategi/rcgulasi/kebijakan yang ada di 
daerah, secara umurn belurn bisa mendorong atau menstirnulasi partisipasi 
swasta dan masyarakat untuk mclakukan investasi. Pcrmasalahan lain yang 
perlu mcnjadi perhatian adalah belum opumalnva pcmcrintah dacrah dalam 
mcngirnplcmcntasikan strategi/regulasi/kebijakan yang mendorong atau 
menstimulasi partisipasi swasta dan masyarakat untuk mclakukan kegiatan 
usaha atau investasi. Hal mi diakibatkan pelayanan oleh OPD terkait masih 
belum maksimal, serta penycicnggaraan pclayanan berbagai perizinan masih 
bclum tcrkoordinasi dengan baik antar OPD Tcknis. 

Terkait permasalahan-permasalahan tersebut, BPK RI memberikan 
beberapa rekomcndasi yang akan bisa membantu dalam mendorong peran 
swasta dan masvarakat unruk ikut serta menmgkatkan pcmbangunan manusia 
di bcrbagai scktor, diantaranya adalah scbagai bcrikut: 
a. Kepala Bappeda, Kepala DPMPTSP dan Kepala OPD tcrkait agar 

mcmctakan kebutuhan peran swasta/masvarakat dalam bidang 
pendidikan, kesehatan, dan perckonomian. 
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Kcpala Bappeda, Kepala DPM PTSP dan Kepala OPD terkait dan Bagian 
Hukum untuk mcnvusun stratcgi/rcgulasi/kcbijakan yang mcnyeluruh 
untuk mendorong parusipasi swasta/masyarakat dalam bidang 
pendidikan, kesehatan, dan perckonomian. 
Mcningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalarn penvediaan data 
kcbutuhan dacrah dan sinkronisasi program dan kcgiatan yang ada pada 
pemcrintah dacrah. 
Sckretaris dacrah agar mclakukan percepatan peningkatan nilai IPI'vI 
dcngan mengimplementasikan stratcgi kerjasama invcstasi sektor 
pendidikan, kesehatan dan perckonomian dcngan pihak swasta. 

c. Mclaksanakan evaluasi terhadap rcgulasi, strategi, serta kebijakan terkait 
peran swasta dan masyarakat dalam pcmbangunan bcrbagai sektor. 

Peran dan Permasalahan Yang Dihadapi Kementerian Dalam Negeri 
Dalam Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Pembangunan Manusia 

Mengacu pada Perprcs Nomor 11 Tahun 2015 tcntang Kemendagri, 
Kemendagri mempunrai tugas pcnvelenggaraan urusan di bidang 
pemerintahan dalam ncgeri untuk membantu Presiden dalarn 
menvelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi Kemendagri antara lain vaitu 
melaksanakan bimbingan tcknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 
Ken-icndagri di daerah dan melakukan koordinasi, pembinaan dan evaluasi 
umum, fasilitasi, serta evaluasi atas penyelenggaraan pcmcrintahan daerah 
scsuai dcngan ketentuan perundangundangan. 

Terkait pemcrintah dacrah, Kcmcndagri berperan menjadi koordinator 
dan pembina pemerintah dacrah yang memiliki tugas untuk melakukan 
sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dacrah dcngan rencana 
pembangunan nasional. 

Kcmendagri dalam mclaksanakan furigsi perurnusan, penctapan, dan 
pclaksanaan kebijakan dan pcngcmbangan sumber daya manusia di bidang 
pemerintahan dalam negeri tclah mclakukan upaya-upaya yang mendukung 
pengclolaan bclanja dacrah antara lain: 
a. Mcnctapkan Pcrrncndagri Nomor 86 Tahun 2017 tcntang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
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angka Panjang Daerah CR11 PD) dan Rencana Pembangunan J angka 
Mcnengah Daerah RPj MD), serta Tata Cara Perubahan RPJ PD, RPJ MD, 
dan Rencana Kerja Pcmcrintah Dacrah (RKPD) sebagai bentuk revisi atas 
Pcrmcndagri Nomor 54 Tahun 2010; 
Menetapkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pcmcrintahan Dacrab scbagai bcnmk rcvisi atas Permendagri 
Nomor 98 Tahun 2018; 
Menetapkan pedornan penvusunan RKPD sctiap rahunnya; 
Melakukan perbaikan dan pcnvcmpurnaan SIPD dalam rangka mcnunjang 
proses percncanaan pembangunan dacrah, penganggaran dan pcngclolaan 
kcuangan dacrah, monitoring dan cvaluasi pcnycicnggaraan pcmcrintahan 
dacrah; 
Melakukan konsultasi dan evaluasi atas RPJMD provinsi, serta fasilitasi 
dan kordinasi RKPD provinsi yang berpedoman pada Permendagri 
Nonior 86 Tahun 2017; 
Mcnctapkan Pcrrncndagri Nomor Ii Tahun 2017 tentang Pedoman 
Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan .APBI) dan 
Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 
Menetapkan Permcndagri Nomor 90 Tahun 2019 tcntang Kiasifikasi, 
Kodcfikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kcuangan 
1)acrah; 
Mcnctapkan pcdoman pcnyusunan APBD setiap tahunnya; 
Melakukan cvaluasi t-crhadap Ranperda APBD/APBD-P dan Ranperda 
Pertanggungjawaban APBD; 
Mclakukan monitoring dan evaluasi tcrhadap pengalokasian dan 
pcnvcrapan DAK; 
Mcnctapkan pcdoman pcnvusunan Laporan Pcnycicnggaraan Pcmcrintah 
Dacrah (LPPD) dan manual tata cara evaluasi krncrja penyclenggaraan 
pcmda; 

1. Melakukan evaluasi kinerja pcnyelcnggaraan pemda setiap tahunnya; dan 
n-i. Pcningkatan kompctcnsi bcrupa bimbingan icknis pcningkatan kapasitas 

Tim Teknis Nasional dan Tim Teknis 1)aerah dalam rangka pengukuran 
kincrja provinsi atau kabupaten/kota sctlap tahunnya. 

Kemendagri sejauh mi telab mclakukan upaya positif dalam perumusan 
kcbijakan, pcmbinaan, evaluasi dan monitoring pcngclolaan bclanja dacrah. 
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Namun, BPK memberi catatan bahwa masih terdapat permasalahan-
permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan upava mcningkatkan 
pembangunan manusia di daerah yang perlu mendapat perhatian. 1 Ial tcrscbut 
dapat dijclaskan scbagai bcrikut: 

a. Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Belum Melakukan 
Evaluasi Ranperda RPJMD Atas Target Indikator Makro 1PM 
Secara Memadai 

Untuk mewuudkan kesejahteraan bagi scluruh rakyat 
Indonesia, dibutuhkan suatu program pembangunan yang terencana, 
bcrkelanjutan dan terkoordinasi lintas scktoral antar 
Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. 

Pernerintah menetapkan pembangunan manusia sehagai salah 
satu agenda prioritas. Tingkat keberhasilan pembangunan manusia 
diukur dengan menggunakan Tndeks Pembangunan Manusia @PM 
yang telah menjadi standar internasional di dalarn RPJMN, target 1PM 
tercantum sebagai sasaran/indikator makro untuk peningkatan kualitas 
sumber dava manusia. 

Sasaran/indikator yang tercantum dalam RPJMN adalah target 
1PM sccara agregat yang dijabarkan ke dalarn dimensi-dimensi 1PM 
yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Rata-rata LamaSeko!ah, 
Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita yang Discsuaikan. 
Lintuk menjaniin kesinainbungan sasaran/indikator pembangunan 
manusia di dacrah, target 1PM tersebut dijabarkan lcbih lanjut dalam 
RPJMD. 

Dalam implementasinva, BPK menemukan permasalahan atas 
regulasi pencantuman target 1PM dalam RP}MD dan pelaksanaannya. 
Permasalahan tersebut berakibat pada tidak terukurnya kinerja pemda 
dan program dan kegiatan pembangunan manusia di daerah belum 
sepcnuhnva rncngarah pada upaya pcningkatan capaian 1PM. 
Pcrmasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 
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Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak mengatur 
keharusan/kewajiban bagi pemda untuk mencantumkan 
target indikator 1PM 
Tidak adanya aturan yang rnewajibkan pernda untuk 
mencantumkan indikator 1PM secara lengkap dan rnutakhir 
bcrakibat pada rnunculnya variasi dan perbedaan antar dacrah 
dalarn memuat target 1PM di dalam RPJMD. Berdasarkan basil 
pcmeriksaan atas RPJMD secara uji petik pada 83 pernda baik 
pemcrintab provinsi maupun pcmcrintah kabupaten/kota, 
dikctahui terdapat perbedaan-perbedaan kcicngkapan dalarn 
mencantumkan indikator I PM balk secara agregat ataupun setlap 
dimensi 1PM. 
Tidak seluruh pemda menyusun RPJMD dengan 
menggunakan metode penghitungan 1PM yang terbaru 
Pada tahun 2014 BPS mengeluarkan standar barn pengukuran 1PM. 
Standar yang baru tersebut memuat perubahan terkait indikator 
yang digunakan untuk mengukur dirncnsi Pendidikan. Indikator 
yang berubah adalah dari angka melek huruf menjadi angka 
1-larapan Lama Sckolah (HLS). Standar baru pengukuran I PM mi 
mulai diberlakukan di tahun 2015. Hasil pcmeriksaan secara uji 
petik pada 83 pcmda rnenunjukkan masih tcrdapat 41 pemda yang 
rneng,gunakan indikator angka meick huruf dalam penyusunan 
RPMD periode 2016 ke atas. 

Permasalahan 	tcrsehut 	disebabkan 	tidak 	adanya 
regulasi/kcbijakan yang mcngatur mengenai kebarusan bagi pernda 
untuk mencantumkan indikator target makro 1PM balk secara agregat 
ataupun setiap dirnensi pembentuk 1PM di dalarn dokumen 
perencanaan dacrah 

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merckomcndasikan 
kepada Mentcri Dalam Negeri agar mcrncrintahkan Dirjcn Bangda agar 
mcnyusun kctcnruan yang mcngatur kewajiban bagi pcmda untuk 
rncncantumkan targct indikator 1PM baik secara agregat ataupun untuk 
sctiap dimensi pembentuk 1PM ke dalam RPJMI), dan melakukan 
sosialisasi dan menvampaikan pemberitahuan kepada pernda supaya 
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melakukan revisi atas RPJMD yang masih mcnggunakan target 
indikator 1PM metode lama. 

b. Kemendagri Belum Optimal Dalam Melaksanakan Verifikasi 
Atas Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RAPBD Provinsi Sehingga 
Terdapat Kegiatan Yang Dilarang Namun Tetap Dianggarkan 
Dalam APBD 

BPK mcngungkapkan bahwa proses verifikasi kescsuaian antara 
penyernpurnaan Ranperda APBD/APBD-P dengan Kepmendagri 
tentang Hasil Evaluasi belurn dilaksanakan secara optimal scbingga 
terdapat Perda APBD yang tidak mengikuti Kepmendagri hasil 
evaluasi. Namun, Perda APBD tersebut tetap diberikan noreg 
dan direalisasikan walaupun tidak sesuai dengan Kepmendagri 
hasil evaluasi. Hal tersebut dapat dijabarkan pada tabel berikut: 

Tabel 9. Kegiatan yang Dilarang untuk Dianggarkan oleh Pernerintah 
Provinsi Namun Tetap Dianggarkan dan Direalisasikan TA 2016 s.d 

TA 2018 

Jumlah Nilai 
J unilah Jtiir lali Nitni Reali sasi atas 

No 
Alasan Pelarangan Kegiatan Anggaran yang Anggaran \-ang 

Pcnganggaran yang Dilarang Naniun Dilarang Namun 
Dilarang Dianggarkan (Rp) Dianggarkan 

(Rp) 
lItiLa i 	nielupa Lan 
kiwcnangan Pemennrah 2)11) 692.071.984.373,36 589.645.758.541,5)) 
1 >11  )VlflSl 

2 Didanai (Iati dan alas 
237.219.85)),)))) 219.088.144,01) 

bebin \lfllN 

3 Nonicnklarur 	kcgiatan 
tcrcbut 	udak 	iclas 

129 117.525.544.399,19 98.461.395.402,00 
indikator 	dan 	target 
kiucqa yang akan dicapai  

4 Pcnundaan/Sloraroriurn 
Penibangunan 	Gedung 

18 55.427.488.215,54 52.916.633.867,97 
Ks ia r 	Kcmcn tci -iSn 
Ncgara/ I .cmhaga  

S Idak memiliki dasar 
hukum yang 4 5.540L540.273,0110 5.302.993.356,00 
nielanda sinva 
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C, 'lidak memiliki korelasi 
langsung dengan 
keluaran yang diharapkan 76 126.849.337.194.0)) 114.817.648.793.0)) 

7 '1 idak met 	imbarkan 
capaian ktnerja yang 26 8.902.068.000,00 8.534.259.00(1,0)) 
dihaiapkan 

Jumlah 1 	456 1.006.554.182.305,09 869.897.777.104,47 

umber: 1.1 IP Kineqa Pernbangunan \1anusia F..emcndagii I.\ 21 16 s.d. Scm I 20 I') 

Permasalaban tersebut berakibat pada rnunculnya potensi 
kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan pembangunan 
manusia tidak ditctapkan dalarn Perda APBD dan juga kegiatan yang 
ditetapkan dalam Perda APBD tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi 
antara Direktorat PA!) dengan Biro 1 - lukurn Sctjen dalarn pcmanfaatan 
matrik tindak lanjut atas hasil evaluasi R.anperda APBD/APBD-P 
Provinsi, dan belum diterapkannya pengenaan sanksi kepada Pernprov 
yang tidak mcnirindaklanj uti hasil cvaluasi. 

Sehubungan 	dengan 	permasalahan 	tersebut 	BPK 
rncrckomendasikan kepada Mendagri agar mcmcrintahkan Dirjcn 
Keuda agal: 1) Meningkatkan koordinasi antara Dircktorat PAD 
dengan Biro Hukum Setjen, antara lain pemberian noreg Perda 
APBD/APBD-P oleh Biro Hukum Setjen harus didasarkan atas 
rekomendasi Direktorat PAl) berdasarkan hasil verifikasi kescsuaian 
Ranperda APBD/APBDP basil penvempurnaan dengan Kepmcndagri 
hasil evaluasi; dan 2) Mengenakan sanksi kepada Pcmprov yang tidak 
menindakianjuti hasil evaluasi Ranperda APBD/APBD-P sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

C. Instrumen Pelaporan Kinerja dalam LPPD dan LAKIP Belum 
Diintegrasikan 

BPK tncngungkapkan bahwa Kcmendagri bclum memiliki 
regulasi yang bertujuan untuk mcnsinkronkan peraturan pelaksanaan 
untuk mewujudkan amanat U U Nomor 23 Tahun 2014, diantaranya 
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LPPD mencakup Laporan Kincrja Instansi Pemerintab (LAKIP). Hal 
tersebut akan berpengaruh kepada mekanisme dan efektivitas 
pelaksanaan Evaluasi Pen cicnggaraan Pcmcrintah Daerah (EPPD) 
yang akan dilaku]can okh Ditjcn Otda pasca diterbitkanya PP Nomor 
13 Tahun 2019. 

Hasil pemcriksaan lcbih lanjut atas regulasi dan kebijakan tcrkait 
LPPD dan EPPD beserta hasil pelaksanaannva pada periode tahun 
2016 s.d. semester I tahun 2019, mcnunjukkan permasalahan sebagai 
bcrikut: 

PP Nomor 6 Tahun 2008 belum diimplementasikan secara 
efektif 
Tim pelaksana EPPD tidak pernah melaksanakan EKPPD akhir 
masa jabatan kepala daerah scbagai amanat PP Nomor 6 Tahun 
2008. Dengan demikian, man faat strategis dari pelaksanaan 
EKPPD akhir masa jabatan kepala dacrah scbagai bahan 
perbaikan perencanaan daerah untuk periode bcnikutnya, baik 
dalam penyusunan RPJMD  maupun RAPBD,tidak tercapat dan 
tidak dapat diwujudkan. 
PP Nomor 6 Tahun 2008 belum mengatur ruang lingkup 
EPPD yang menitikbcratkan kcpada pencapaian 1PM 
daerah 
PP Nomor 6 Tahun 2008 telah mcrnasukkan unsur penilaian 1PM 
sebagai salah satu alat ukur kinerja penye1engaraan pemerintahan 
daerah. Namun demikian, penggunaan 1PM hanya dilakukan pada 
saat pelaksanaan Evaluasi Kemampuan Pcnyelenggaraan 
Otonomi Dacrab (EKPOD). 
Saat mi, PP Nomor 13 Tahun 2019 telah mengatur ruang lingkup 
I PPD dan EPPD yang mencakup capaian makro, diantaranya 
pcncapaian 1PM. Namun demikian, PP tersebut belum 
menjelaskan bagairnana pengukuran pcncapaian 1PM sebagai 
salah satu menvusun kinerja penvelenggaran pcmcnintaban daerah 
tersebut dilaksanakan karena Pcrrncndagri scbagai peraturan 
pclaksana PP Nomor 13 Tahun 2019 belum diterbitkan. 
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3) Peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 belum 
ditetapkan 
PP Nomor 13 Tahun 2019 yang barn diterbitkan mengatur 
tentang capaian makro, akuntabilitas kincrja scrta sistcrn 
informasi cicktronik LPPD dan EPPD. Namun, belum ada 
peraturan turunan dalam bcntuk Permendagri scbagai penganti 
dari Permcndagri Nomor 73 Tahun 2009. 

Permasalaban tersebut berakibat pada: 1) Tcrdapat duplikasi 
data dan informasi pada pclaporan kinerja pemda dalam LPPD dan 
LAK1P; dan 2) EPPD rang menkikbcratkan pada penilaian 
pembangunan manusia belum scpcnuhnya dapat dilaksanakan. 

Permasalahan tcrscbut discbabkan Direktorat EKPKI) belum 
menvusun dan mencrbitkan peraturan pclaksanaan PP Nomor 13 
Tahun 2019, yang diantaranya mencakup pengintegrasian LAKIP ke 
dalam LPPD. 

Schubungan 	dengan 	permasalahan 	tersebut, 	BPK 
merekomendasikan kepada Menteri Dalarn Negeri agar: 1) 
Berkoordinasi dengan Menteri Pemberda aan Apararur Negara dan 
Rcformasi Birokrasi, sehingga rcgulasi yang mengatur pclaporan 
kmcr;a khususnya pada Pemda dapat diselaraskan, sehirigga tidak 
terdapat duplikasi data dan informasi yang dimuat dalam LPPD dan 
LAKIP; 2) Menerbitkan Perrncndagri tentang pelaksanaan PP Nomor 
13 Tahun 2019; dan 3) Menginstruksikan kepada Dirjen Otda supaya 
pelaksanaan kcgiataan EPPD menitikberatkan pada pcnilaian 
pcncapaian pembangunan manusia. 

d. Kemendagri Belum Memiliki Database Yang Terintegrasi dan 
Terkonsolidasi Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

1-iasil pemeriksaan atas dala/a.ce dan sistem informasi yang 
dimiliki Kcmcndagri terkait pelaksanaan tugas perencanaan 
pembangunan daerah, keuangan dacrah dan evaluasi atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah menunj ukkan permasalahan 
scbagai berikut: 
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Pcrmcndagri No 70 Tahun 2019 mengamanahkan Sistem Informasi 
Pcrnerintah Dacrah (SIP1)) yang tcnntegrasi. Namun, dalam 
kcnyataannya Ditjcn Bina Bangda belurn mcrnctakan aplikasi yang 
dimiliki oleh pemda tersebut dan belum mengidentifikasi kcndala 
serta alasan mengapa pernda belum melakukan integrasi. 
Hasil pemeriksaan atas penggunaan aplikasi Sistem Informasi 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (STPKD) dalam penyusunan APBD 
dan Laporan Keuangan menunukkan tidak seluruh pemda dalam 
pcngelolaan kcuangannya rncnggunakan aplikasi SIPKII). 
Ditjen Otda Belum Merniliki Database LPPD dan EPPD yang 
Mcmadai. PP Nornor 13 Tahun 2019 mcngamanatkan 
pcngemhangan Sistern informasi Elcktronik LPPD dan EPPD 
teflntcgrasi secara online. Hingga bcrakhirnya pelaksanaan 
perneriksaan, bclum terdapat blueprint dan roadmap yang telah 
ditetapkan oleh Ditjen Otda ataupun Kernendagri 

Hal tcrsebut bcrakibat Database Kcrnendagri belum belum dapat 
dimanfaatkan dalam pcnvelenggaraan perurnusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, keuangan 
daerah dan evaluasi pcnycicnggaraan pemcrintahan dacrah. 

Permasalahan tersebut terjadi karena Dirjen Bina Bangda dan 
Dirjcn Bina Keuda belum optimal dalam membangun sistern 
percncanaan pembangunan daerah serta pengintegrasian aplikasi 
pcngelolaan kcuangan dacrah. Sclain itu Ditjcn Otda juga belum 
mcmihki Database PPD dan EPPD yang rnemadai dan terintegrasi 
dengan SIPD. 

Schubungan 	dengan 	permasalahan 	tersebut, 	BPK 
mcrckomendasikan kepada Mendagri agar mcmcrintahkan Dirjen Bina 
Bangda, Dirjcn Bina Keuda dan Dirlen Otda agar: 1) Membangun 
sistern database dan rnclakukan intcgrasi sistem informasi pemerintahan 
dacrah yang meliputi sistem informasi pembangunan daerah, keuangan 
daerah dan evaluasi atas pcnycicnggaraan pernerintahan daerah; dan 2) 
Mcnyusun road map untuk dapat menvajikan konsolidasi laporan 
kcuangan seluruh perncrintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga 
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memiliki data dan informasi seluruh hak dan kewajiban pemda sebagai 

dasar perurnusan kebijakan nasional. 

Secara garis besar, BPK RI mcnvimpulkan bahwa apabila 

permasalahan pada temuan tersebut tidak segera chtindaklanjLlti maka 

hal tersebut akan mempengaruhi efektivitas perumusan kebijakan, 

pcmbinaan, cvaluasi, dan monitoring pcngclolaan belanja dacrah untuk 

meningkatkan pembangunan manusia. 

Berikut adalah kcrangka pikir atau framework dalam memahami 

perrnasalahan dan rekomcndasi BPK yang harus dijalankan 

Kemendagri: 

Garnbar 2. Framework Permasalahan Kemendagri 

Perinasalahan 1-'enirnusan Ncbijakan, Pernbinaan, Evaluasi, dan 
i\-lonitoring Pentc1u1aan Belanj a Dacrah ]enbuigiinai Manusia 

Pada Kerncndairi Serra Rek( )rncndasi B P K RI 
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III. PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk mcningkatkan 
kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan, dimana salah 
satu tolak ukur dalam pencapaiarl tersebut tcrcermin dalam indeks 
pembangunan manusia (1PM). Kebijakan pembangunan yang tidak 
mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat dacrah yang 
bersangkutan tcrtinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja 
ekonominya Brata, 2002). Pcmcrintah senantiasa menargetkan capaian 1PM 
yang meningkat setiap tahunnya. Meskipun dcmikian, data tahun 2018 dan 
2019 mcnunjukkan bahwa capalan 1PM tidak memenuhi target yang telab 
ditctapkan meskipun mcnunjukkan pcningkatan dibanding tahun 
scbclumnya. Hal tersebut, kemudian mendorong dilakukannra evaluasi 
terhadap kebijakan terkait 1PM dari sudut pandang pembangunan pada level 
dacrah untuk memperoleh argumentasi mendasar mengenai kebijakan 
peningkatan pembangunan manusia yang tcrccrmin dalam alokasi bclanja 
daerah. Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap peran pemerintah 
pusat dhi. Kemendagri dalam mcndorong cfcktivitas pengelolaan belanja 
daerah terkait pembangunan manusia melalw optimalisasi fungsi pcmbinaan 
dan pengawasannva. 

F-valuasi terkait pengelolaan belanja daerah terkait pcningkatan 
pernbangunan manusia dilakukan berdasarkan 6 (enam) pilar yaitu: 1) 
Transfer pernenintah dari perncrintah di atasnya, 2) Transparansi keuangan 
publik, 3) Pengelolaan belanja program dan kegiatan, 4 Kebijakan strategi 
fiskal, 5) Pengendalian dalam pelaksanaan anggaran, dan, 6) Partisipasi 
Svasta/masyarakat. 

Pada pilar transfer pemerintah dari pemcrintah di atasnya. Dana 
Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan 
APkN yang dialokasikan kcpada dacrah tcrtcnw dcngan tujuan untuk 
menibantu rncndanai kegiatan khusus yang mcrupakan urusan dacrah dan 
sesuai dengan pnioritas nasional. Hasil pcmcriksaan BPK RI menunjukkan 
jika pcmda belum seluruhnva mcnganggarkan DAK sesuai dengan Perprcs 
penctapan DAK. Sclain itu terdapat kegiatan pembangunan manusia dad 
DAK yang terlambat dipertanggungjawabkan dan tidak dilaksanakan. Bahkan 
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terdapat kcgiatan pcmbangunan manusia dari DAK yang dibayarkan dan 
anggaran yang bers umber dari non-DAK. Akibatnya, terdapat kegiatan 
pembangunan manusia yang seharusnya didanai darl DAK mcnjadi bcban 
APBD dan terdapat potensi pemda tidak dapat mencapai target 
pembangunan man usianya. 

Kemudian pada pilar transparansi kcuangan publik. Transparansi 
informasi tentang kcuangan publik diperlukan untuk memastikani bahwa 
kegiatan dan operasi pemerintah telah berjalan sesuai kerangka kebijakan 
fiskal pemerintah dan tunduk pada manajernen anggaran dan pengaturan 
pelaporan yang mcrnadai. Transparansi adalah fitur penting yang 
rnemungkinkan adanva pengawasan eksternal atas kebijakan dan program 
pemenintab serta implementasinya. Hasil pemcriksaan BPK RI menunjukkan 
pcmda belum mcnyusun, menetapkan, dan menyajikan selurub indikator 
kinerja program dan kegiatan pembangunan rnanusia sccara selaras dalam satu 
dokumen dan/atau antar dokumen perencanaan RPJMD, Renstra, RKPD, 
KUA PPAS, dan RKA). Akibatnya, indikator ki.nerja program dan kegiaran 
pembangunan manusia belum dapat dijadikan acuan untuk mclakukan 
pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan 

Pada pilar pengelolaan belanja program dan kcgiatan. Belanja daerah 
merupakan sarana untuk mencapai rujuan strategis pemerintab serta 
membenikan pelaviman publik kepada masyarakat sehingga pengelolaan 
belanja hanis dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan sampai 
dengan pemantauan. 1-lasil pcmeriksaan BPK RI menunjukkan jika pcmda 
belum seluruhnya melakukan analisis ckonomi atas usulan program dan 
kegiatan pcmbangunan manusia, serta belum seluruhnya melakukan reviu dan 
publikasi hasil analisis ekonomi prograrn/kegiatan pcmbangunan manusia. 
Akibatnya, program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan tersebut 
berpotensi tidak memberikan manfaat yang diharapkan, penyusunan 
dokumen perencanaan benpotensi tidak objektif karena belum didasarkan 
pada fakta dan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta 
berpotensi tidak dapat mernperoleh masukan dan memenuhi harapan 
masyarakar dikarenakan publikasi yang belum optimal. Sclain itu, pemda juga 
bclum seluruhnya melakukan seicksi program/kegiatan pembangunan 
manusia scsuai dengan prioritas yang ditetapkan sehingga program/kegiatan 
pembangunan manusia yang menjadi prionitas dacrah berpotensi tidak 
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mcncapai targct, mangkrak, dan tidak dapat dirnanfaatkan. Pcmda juga belurn 
seluruhnya inelakukan proveksi biava program/kegiatan dan pemantauan atas 
pelaksanaan program/kegiatan sccara memadai. 

Kcmudian pada pilar kcbijakan stratcgi fiskal. Pcnyusunan APBD perlu 
didukung dengan preciksi makroekonomi, prediksi fiskal, prediksi sensitivitas 
makrofiskal, analisis dampak fiskal dan strategi fiskal, pendekatan pengeluaran 
jangka menengah daerah, dan perkiraan maju anggaran baik pada RPIMD, 
RKPD dan Nota Keuangan. Hal mi penting supava memudahkan pemerintah 
dacrah dalam mengalokasikan anggaran belanja dacrab untuk mencapai visi 
misinva. Ketika hal iiii tidak diterapkan maka akan berdampak pada 
perencanaan dan pcnganggaran program dan kegiatan berpotensi tidak akurat 
dan tidak mcndukung pcncapaian tujuan pembangunan manusia secara 
berkcsinambungan. Implikasi nyata di tingkat pcmerintah dacrah adalah 
in uncu] nya ketidaksinambungan program untuk mencapai sasaran dan tuj uan 
yang tertuang dalam RPJMD. Schingga, dalam realisasinya muncul 
pemotongan anggaran OPD atau pengalihan anggaran untuk kegiatan lain. 

Pada pilar pcngendalian dalam pelaksanaan anggaran. pcmerintah 
daerah wajib mclakukan pengendalian atas penvelengraraan kegiatan 
pemerintahan untuk mencapai pengelolaan APBD yang efektif, efisien, 
transparan dan akuntabel. Salab satu kriteria pcnilaian atas pcngcndalian 
dalam pelaksanaan anggaran adalah tersedianya prosedur/mekanisme 
pemanrauan tindak Ian jut rekomendasi audit internal. 1-lasil pemeriksaan BPK 
RI rnenunjukkan bahwa penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi audit 
internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat selaku APIP menunjukkan hasil 
yang kurang optimal di beberapa dacrab. Hal tersebut disebabkan lnspektur 
di heberapa daerah kurang optimal dalam pemantauan tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemcriksaan Inspcktorat. Sclain itu, Kepala OPD kurang 
optimal dalam menindaklanjuti rekomcndasi basil pcmeriksaan lnspektorat. 

Kemudian pada pilar partisipasi swasta/masyarakat. Pcmerintah 
daerah perki mendorong partisipasi publik dalam upaya-upaya peningkatan 
pembangunan manusia. Selain karena kctcrbatasan pernbiayaan pemerintah, 
peran publik sangat mencntukan dalam upava meningkatkan pcmbangunan 
manusia. Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa sebagian besar 
daerah yang mcnjadi sample pcmcriksaan tclah memiliki data terkait kontribusi 
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sektor swasta dan masyarakat di daerahnya sekaligus regulasi/kebijakan terkait 
peran swasta dan masyarakat. Namun demikian masih terdapat kelemahan 
dimana data yang tersedia belurn memadai. Hal mi rncnycbabkan pcmcrintah 
daerah akan mengalami kesulitan dalam melakukan analisis pernetaan 
kebutuhan partisipasi swasta dan mas arakat dalarn berinvestasi. 

'Icrkait tantangan yang dihadapi pemerintab pusat yang dalam hal mi 
mcrupakan ranah Kemendagri, terdapat catatan dan BPK kepada 
Kemendagri untuk segera menwelesaikan permasalahan yang berdampak pada 
efektivitas perumusan kebijakan, pcmbinaan, evaluasi, dan monitoring 
pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Hal 
tersebut diantaranya bcrkaitan dengan masalah kejelasan regulasi seperti 
belum adanya regulasi yang mewajibkan penyertaan 1PM ke dalam RPJ MD 
pcmda dan bclum ada Pcrmcndagri sebagai rurunan clari PP Nomor 13 Tahun 
2019. Evaluasi juga belum optimal dimana tindak lanjut atas hasil evaluasi 
Ranperda APBD/APBDP provinsi belum dilaksanakan sehingga muncul 
permasalahan pcnganggaran pada pcmcrintah provirisi. Selain itu juga 
diperlukan pcnvclarasan pelaporan kinerja pernda dalam LPPD dan LAKIP 
serta mcngintcgrasikan database pada Sistcm Informasi Pemerintahan Daerah. 

3.2. Saran Perbaikan 

Berdasarkan permasalahan yang tclah diuraikan dalam pcmbahasan di 
atas, tcrdapat beberapa saran perbaikan dari BPK RI berupa rekomendasi 
yang perlu dilakukan atau ditindaklanjuti pernda agar permasalahan yang 
tcrjadi tidak mempengaruhi efcktivitas pcngelolaan belanja daerah untuk 
meningkatkan pembangunan manusia pada tiap-tiap pilar, antara lain: 

Terkait Transfer Pemerintah di Atasnya 
Berkoordinasi dengan pemerintab pusat dhi. Kementcrian Keuangan 
terkait ketepatan pagu indikarif dan waktu DAK yang diterima daerah; 
Menvusun anggaran pendapatan 1)AK mengacu kepada Pcrprcs APBN 
sehingga APBD mencerminkan potensi pendapatan yang seharusnya; dan 
Menvampaikan laporan realisasi penverapan DAK sccara tepat waktu. 

Terkait Transparansi Keuangan Publik 
a. Menvusun dati mcnctapkan KAK/TOR sebagai acuan dalam menvusun 

indikator kincrja pada dokumen perencanaan; 
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f\lelakukan evaluasi atas kesciarasan indikator kincrja antar dokumen 
perencanaan; 
Menctapkan inclikator kinerja pada dokumen perencanaan dan dokumen 
pcnilaian kinerja berdasarkan perhitungan dan formulasi sccara jelas dan 
terukur dan didukung dengan kertas kcrja pengumpulan data. 

Terkait Pengelolaan Belanja Program dan Kegiatan 
Melakukan analisis ekonomi, rcviu atas analisis ekonomi dan 
mempublikasikan basil analisis ekonomi atas program dan kegiatan yang 
berkaitan dengan pcmbangunan manusia pada bidang pendidikan, 
kesehatan dan ekonomi. Untuk mcwujudkan hal tersebut, pcmcrintah 
dacrab bcrsarna dcngan Kemendagri perlu melakukan koordinasi terkait 
regulasi mengenai pedoman/kebijakan penvusunan analisis ckononii, 
pclaksanaan reviu, dan publikasi analisis ekonomi atas program/kegiatan, 
serta memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada OPD terkait; 
Menvusun percncanaan dan melaksanakan kegiatan dengan 
mcmperhatikan indikator capaian kinerja yang tercantum di dalam RKA, 
dan menvusuri RKA dengan mcmpertirnbangkan indikator, dan target 
pnottas, serta keberlanjutan program dan kegiatan yang telab ditetapkan 
dalam RP)MD; 
Mcmbahas, mengkaji dan menetapkan suatu kebijakan tcrkait 
pcmantauan program dan kegiatan sebagai pedoman atau standar 
prosedur operasi (SPO) pelaksanaan pernantauan program/kegiatan, 
untuk kcmudian dilaporkan dan/atau dimintakan persetujuan kepada 
kepala dacrah terkait, serta mendorong pcngqunaan e-govern/ne III seperti e-

p/wining dan e-/mdgefing mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, bingga 
cvaluasi, dalam rangka pcningkaran cfisicn si dalam kegiaran pcin antauan 
program dan kegiatan. 

Terkait Kebijakan Strategri Fiskal clan Penganggaran 
Kepala dacrah agar mcmcrintahkan Tim Anggaran Pcmcrintah Dacrah 
( IAPD) supava nienyusun percncanaan dan penganggaran yang 
memasukkan prcdiksi makroekonomi, prediksi fiskal, prcdiksi sensitivitas 
makrofiskal, dampak fiskal, strateg fiskal, pendekatan pengeluaran jangka 
mencngah dacrah, dan perkiraan maju anggaran; 
Kepala dacrah agar meningkatkan pemahaman personel OPD di bidang 
perencanaan dcngan membcrikan pclatihan dalam menvusun dokumen 
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perencanaan dan pcnganggaran OPD khususnya di bidang pembangunan 
man usia. 

Terkait Pengendalian Atas Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka 

Meningkatkan Pembangunan Manusia 

Menusun mekanisme reward/punishment bagi OP1) atas pcnvelesaian 
rckomendasi basil pcmeriksaan internal inspektorat daerah. Sclain itu, 
kepala OPD untuk lebih aktif menindakianjuti rckomcndasi audit internal 
secara menyeluruh. 
Menvusun mekanisme/prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut 
atas rekomendasi basil pemcriksaan internal serta menyelenggarakan 
forum pernantauan tindak lanjut secara berkala, antara OPD terkait 
dengan inspektorat. 

Terkait Peran Swasta dan Masyarakat 

Kepala daerah dan OPD terkait perlu memetakan data terkait kebutuhan 
peran swasta/masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan 
perekonomian. Serta meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalam 
penyediaan data keburuhan daerah dan sinkronisasi program dan kegiatan 
yang ada pada pemerintah dacrah 
Mendorong kepala daerah dan OPD terkait untuk menvusun 
strategi/regulasi/kebijakan yang mcnycluruh untuk mendorong 
partisipasi swasta/masyarakat dalam bidang pendidikan, kcschatan, dan 
perckonomian. 
Mendorong kepala daerah, sekretaris daerah dan OPD tcrkait untuk 
berkolaborasi dalam melakukan perccpatan pcningkatan nilai 1PM 
dengan mengimplementasikan strategi kcrjasama investasi sektor 
pendidikan, kesehatan dan perekonomian dengan pihak swasta. Selain itu 
agar melaksanakan evaluasi terhadap regulasi, strategi, serta kebijakan 
yang telah dibuat terkait peran swasta dan masyarakat dalam 
pembangunan bcrbagai scktor. 

Sedangkan untuk Kemendagri, saran perbaikan berupa rekomcndasi 
dari BPK RI yang penlu ditindakianjuti untuk mengatasi permasalahan agar 
tidak berdampak pada efektivitas perumusan kcbijakan, pembinaan, evaluasi, 
dan monitoring pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan 
pembangunan manusia antara lain adalah: 
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Mcncrbitkan rcgulasi yang mcwajihkan pernda untuk rncmasukkan 
1PM yang update sesuai standar dari BPS kedalam RPJMD dan 
mensosialisasikan regulasi tersebut kepada pcmcia. 
Melakukan koordinasi internal dengan baik dalarn rangka venifikasi 
tindak lanjut basil evaluasi RAPBD pemerintah provinsi (koordinasi 
antara Direktorat PAD dengan Biro Hukum Setjen) serta 
mcngintcgrasikan sistcm database pada sistcm informasi pcnTierintahan 
dacrab (koordinasi Ditjcn Bina Bangda, [)itjen Bina Keuda, dan Ditjen 
Otda) dan roadmap untuk konsolidasi laporan kcuangan pemprov dan 

kab/kota. 
Bcrkoordinasi dengan Kcmcnpan RB tcrkait rcgulasi yang mengatur 
penyclerasan pelaporan kincrja pemda dalam LPPD dan LAKIP untuk 
mcnghindari duplikasi data. 
Membcri sanksi kepada pernprov yang tidak menindakianjuti hasil 
evaluasi Ranperda APBD/APBD-P scsuai dengan kctcntuan yang 
bcrlaku 
Melakukan pengawasan melalui Ditjen Otda agar pclaksanaan 
kcgiataan EPPD menitikberatkan pada penilaian pencapaian 
pembangunan manusia. 

f. Mcncrbitkan Permendagri turunan dari PP Nornor 13 Tahun 2019 
yang isinya mcngatur tcntang capaian makro, akuntabilitas kinerja serta 
sistcm informasi e!cktronik LPPD dan EPPD. 

Apabila rncnghubungkan antara rckomcndasi BPK RI yang harus 
dijalankan oleh Kemendagni dan pcmda dalarn rangka menciptakan 
efcktiviras belanja daerah unruk mcningkatkan pcmbangunan manusia, 
maka secara garis besar kinanva dapat disimpulkan saran scbagai bcrikut: 

Kemendagri hams mcmpunvai rcgulasi yang jelas mcngenai 1PM dan 
ketika regulasi tersebut bcnlaku hal tcrsebut harus ditaati dan dijalankan 
dcngan baik olch pernda dalam mcnyusun RPJMD. Pcmda juga harus 
senantiasa memedomani pcnyusunan APBD dengan mengacu pada 
RPJMD yang bcrkualitas agar tercipta pembangunan yang 
bcrkcsinambungan khususnya pembangunan manusia. 
Kcmcndagni harus mcmpunyai instrumen untuk melakukan 
monitoring dan evaluasi scperti database yang tenintegrasi, serta 
penyclarasan kincrja pcmda dalam LPPD dan LAKIP agar capaian 
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kincrja pcmda yang berkaitan dengan pernbangunan manusia dapat 
terpantau dengan jclas dan tidak tumpang dndih. 
EPPD harus dilakukan dengan ccrmat pada pencapaian pembangunan 
manusia dan dalam rangka mendorong pemda agar target tersebut 
tercapai maka Kcmendagri harus melakukan pembinaan dan 
pengawasan dengan baik agar pcngclolaan belanja daerah untuk 
meningkatkan pembangunan manusia tersebut tepat sasaran. 
Dengan masib banyaknva pemerintah daerah yang belum menvusun 
percncanaan dan penganggaran APBD dengan mernpertimbangkan 
Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), maka kiranya Kernendagri 
dapat lebih proaktif untuk memberikan pemahaman dan pernbinaan 
kepada pemerinrah daerah terutarna kepada para personci OPD. 
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